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ABSTRAK

Dalam hal pencoretan Sertipikat Jaminan Jaminanskddi Kantor Pendaftaran
Fidusia yaitu di Kementerian Hukum dan Hak Asasinkka Republik Indonesia
atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Askinusia Republik
Indonesia dimana sesuai dengan alamat Debitorifoaikebitor perorangan maupun
Debitor badan hukum, dan masyarakat merasa awaen&aebagai pelaku bisnis
mereka tidak pernah menyadari bahwa betapa peganggrtipikat jaminan fidusia
kalau yang pada kenyataanya tidak pernah dicorietiavgpun hutang Debitor sudah
dinyatakan lunas oleh pihak Bank atau Kreditur.digan ini berjudul Tinjauan
Hukum Terhadap Kewajiban Pencoretan Jaminan Figligank. Untuk membahas
permasalahan tersebut penelitian difokuskan padigs®d permasalahan antara lain;
Bagaimana sejarah perkembangan terbentuk UU Fidlidiredonesia?, Bagaimana
Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Ba@#&Jaimana Proses
Pencoretan Jaminan Fidusia oleh Bank?. Metode gataieyang digunakan adalah
pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yangumiaggan dalam penelitian ini
bersifat penelitian deskriptif analitis. Secararitey penelitian dan penulisan skripsi
ini dimaksudkan sebagai tambahan literatur untuknadiemi mengenai lembaga
jaminan fidusia dan pencoretan jaminan fidusia @nlBdan sebagai masukan bagi
para pelaku bisnis, khususnya yang ingin mempefalghtas kredit dari bank yang
menjaminkan benda-benda bergerak mereka sebagaammgtredit di Bank.

Pasal 25 ayat (3) UUJF merupakan konsekuensi lebint dari Pasal 16 UUJF,
yaitu kewajiban penerima fidusia memberitahukamateg hapusnya jaminan fidusia
yang telah didaftarkan, dengan melampirkan perayataengenai hapusnya hutang,
pelepasan hak atau musnahnya benda-benda yangdmebjek jaminan fidusia.
Pencoretan catatan di Kantor Pencatatan Fidusia ipakikatnya hanya merupakan
tindakan administratif saja. Demikian pula kalawa getlepasan hak atau peristiwa
musnahnya benda jaminan fidusia yang telah didaftarPermasalahannya adalah
bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF, yangjalituntuk memberitahukan
adalah penerima fidusia, padahal setelah tagihadiyaasi, atau objek jaminan
musnah atau hilang, penerima fidusia sudah tidak/gkepentingan lagi dengan
benda fidusia, apakah masih terdaftar di KPF atlakt Untuk penghapusan ikatan
jaminan berdasarkan pelunasan, memang debitor/penfidesia pada waktu
hendak melunasi sebaiknya mensyaratkan, bahwa ipendidusia memberikan
surat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 25(&y&tUJF. Dalam Pasal 26
UUJF dikatakan, bahwa hapusnya jaminan fidusiadstklanjuti dengan pencoretan
fidusia yang bersangkutan dari daftar Kantor Pdadah Fidusia. Jadi pencoretan
itu dilakukan atas dasar surat pemberitahuan damempma fidusia, yang
menyatakan bahwa perikatan untuk mana diberikamngmfidusia telah dilunasi,
dilepaskannya hak jaminan fidusia atau musnahngdébgminan fidusia.

Kata Kunci : Pencoretan, Jaminan Fidusia
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ABSTRACT

In the case of write-off certificate Assurance Vdaty Fiduciary Fiduciary
Registration Office at the Ministry of Justice aitlman Rights Republic of
Indonesia or Regional Office of the Ministry of flas and Human Rights Republic
of Indonesia where the Debtor in accordance wighattidress of either the Debtor or
Debtor's individual legal entity, and people feadinary , because as a business they
never realized that how important the certifichtdne fiduciary in fact never crossed
walalaupun debtor has been declared payable ityuthe bank or lender. The study
is titled Against the Law Review write-off Guaraat€iduciary Obligations of the
Bank. To address these problems the researchusddoon three (3) issues among
others: How Do They formed the historical developmef Fiduciary Law in
Indonesia?, How Imposition and Fiduciary AssuraRegister in Bank?, How to
write-off process by the Bank's Fiduciary Warrant#pproximation method used is
empirical and the juridical approach to the speatibn used in this research is
analytical descriptive research. Theoretically, tbgearch and writing of literature is
intended as an adjunct to understanding the fidydrestitutions and strikes at the
Bank's fiduciary and as an entry for business peagspecially those that wish to
obtain credit facilities from banks that pledged rwove their bodies as loan
collateral at the Bank. Article 25 paragraph (3) JBUa further consequence of
Article 16 UUJF, the fiduciary obligation to tehle recipient about the abolition of
fiduciary which have been registered, by attachangstatement regarding the
abolition of debts, waivers or disappearance oedisj that become the object of
fiduciary. Strikes a note in the Office of the Fethry Record in essence only an
administrative action only. Similarly, if thereaswaiver or disappearance of objects
fiduciary events that have been registered. Théleno is that under Article 25
paragraph (3) UUJF, who was appointed to notify rd@pient of a fiduciary, but
after the bills paid, or security object destroygdost, the receiving fiduciary had
no fiduciary interest again with the object, isstill listed in KPF or not . To
guarantee the elimination of the bond repaymenbased on, does the debtor /
fiduciary giver at the time was about to pay ofbéslu require that recipients provide
a letter fiduciary as defined by Article 25 pargdrg3) UUJF. In Article 26 UUJF
said, that the abolition of fiduciary fiduciary folved up with strikes in question
from the list of Fiduciary Registration Office. 8w write-off was made on the basis
of notification from the receiving fiduciary, whicktates that the engagement to
which the fiduciary is given has been paid, theesaské of fiduciary rights or
disappearance of objects fiduciary.

Keywords: Deletion, Fiduciary Warranty
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembamguasional,
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyayakg adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar D&4#&m rangka memelihara
dan meneruskan pembangunan yang berkesinamburgyanpglaku pembangunan
baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseomangaupun badan hukum,
memerlukan dana yang besar. Seiring dengan menmgkkegiatan pembangunan,
meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yebagisn besar dana yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipermelalui kegiatan pinjam
meminjan.

Khusus memenuhi kebutuhan akan dana, perusahaam hyengerak di
bidang keuangan memegang peranan sangat péntirigembaga Keuangan
mempunyai kegiatan untuk membiayai permodalan sbmtang usaha disamping
usaha lain seperti menampung uang yang sementakéu vilelum digunakan
pemiliknya. Salah satu lembaga yang memberikan jasangan yang paling
lengkap adalah Perbankan. Berdasarkan UU Nomor aBuri 1998 tentang
Perubahan UU Nomor tahun 1992 tentang Perbankametaykan suatu ketentuan
mengenai jaminan dalam pemberian kredit, yaitu rdaRasal 11 menyebutkan
sebagai berikut.

“Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai bataksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan preyariah, pemberian
jaminan, penempatan investasi surat berharga aldaih yang serupa, yang
dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam ataule®g®k peminjam
yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusalasam kelompok yang
sama dengan bank yang bersangkutan”.

! Penjelasan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jamirdusk, hal. 7.

2 Mustafa SiregarPengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankdaedan: USU Press,
1991), hal., 34.

3Secara garis besar Lembaga keuangan dat diklaskd@m menjadi 3 (tiga) kelompok)
besar yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga KeuaNganBank, dan lembaga pembiayaan.
SunaryoHukum Lembaga Pembiaya@iaekarta: Sinar Grafika), 2008, hal., 9.
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Dari ketentuan pasal tersebut nampak jelas bahminge sangat penting
sekali dalam pemberian kredit dan juga merupakatuskeharusan karena bagi
perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkepada pengusaha selalu
mengandung unsur resiko, oleh karena itu perlu munsengamanan dalam
pengembaliannya. Unsur pengamarsaidty adalah salah satu prinsip dasar dalam
peminjaman kredit selain unsur keserasiasuit@bility) dan keuntungan
(profitability)*.

Berdasarkan ketentuan kredit perbankan harus didasgada persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam atau denganhiséila harus didahului dengan
adanya perjanjian kredit yang diberikan oleh baagada nasabah bukanlah tanpa
risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadsi® yang umumnya terjadi adalah
risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasaadake tersebut sangatlah
berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uanglyangmkan kepada debitor
berasal atau bersumber dari masyarakat yang disipgada bank itu sehingga risiko
tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan miestydkepada bank yang
sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengagdtisiko sehingga
dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikaragaasperkreditan yang sehat
dan untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan perabekredit dalam arti
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitde melunasi kewajibannya
sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faldotipg yang harus diperhatikan
oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebutelsab memberikan kredit,
bank harus melakukan penilaian yang seksama tgrhadtak, kemampuan, modal
agunan, dan prospek usaha dari debitor. Apabilarwnssur yang ada telah dapat
meyakinkan kreditur atas kemampuan debitor makangmcukup hanya berupa

jaminan pokok saja dan bank tidak wajib memintaifeam tambahan.

* Muhdarsyah SinungaMasar-dasar dan Teknik Manajemen KrediaKarta: Bina Aksara,
1989), him, 4.
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Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan mengkam hak
tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam hpdadang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pela&satari Pasal 51 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-UndangkPAgraria, dan sekaligus
sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas taaakrddietverbandDi samping
itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pdea&asa ini adalah Gadai,
Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undantigqog yang berkaitan dengan
Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Ndnibahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahvahftumah yang dibangun
di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dap#tetbani dengan Jaminan Fidusia.
Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tenfRumah Susun mengatur
mengenai hak milik atas satuan rumah susun yangt dijadikan jaminan utang
dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah haaipatas tanah negara. Jaminan
Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zamaja@han Belanda sebagai suatu
bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. B&njaminan ini digunakan secara
luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena prgeeabebanannya dianggap
sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjadanya kepastian hukum.
Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada pamsbdé?e Fidusia untuk
menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukgnaken usaha yang dibiayai
dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusi@da Bwalnya, Benda yang
menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan bbedgerak yang berwujud dalam
bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangdanjsénya, Benda yang
menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan bdretgerak yang tak berwujud,
maupun benda tak bergetak

Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung tiiblam masyarakat
mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai saflahsarana untuk membantu
kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hlkepada para pihak yang
berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa nkEmiFidusia memberikan

kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya,ughys bagi Pemberi

% ibid.
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Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusiaktididaftarkan, kurang
menjamin pihak yang menerima Fidusia. Pemberi kdusungkin saja
menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidkespada pihak lain tanpa
sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnyal®8gang menjadi
objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yardiritelari benda dalam
persediaaniifventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dadakaan
bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuimasyarakat yang terus
berkembang, maka menurut Undang-undang ini objekinkan Fidusia diberikan
pengertian yang luas yaitu benda bergerak yangupedwmaupun tidak berwujud,
dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebangashetanggungan sebagaimana
ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 188&ihg Hak Tanggungan.
Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftalaminan Fidusia guna
memberikan kepastian hukum kepada para pihak yaedkepentingan dan
pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yaraghdldkan preferer) kepada
Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. KarenaidamFidusia memberikan hak
kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguBesada yang menjadi objek
Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, makaaglaar sistem pendaftaran
yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberjeainan kepada pihak
Penerirna Fidusia dan pihak yang mempunyai kepgautiterhadap Benda tersebut

Namun dalam praktek berbagai masalah berkaitan atenmpnghapusan
jaminan fidusia, yaitu, ketika seorang kreditor migam uang dari Bank dengan
menggunakan jaminan fidusia dengan jangka waktuopgaran kredit yang sudah
disepakati bersama antara pihak pemberi fidusiap#arerima fidusia atau pihak
bank. Ketika kreditor sudah melunasi kreditnya kigpBank, ini berarti pendaftaran
jaminan fidusia atas barang yang difidusiakan ot@akan berakhir. Dalam hal ini,
pihak bank atau penerima fidusia wajib membuatmpéionan kembali ke
Departemen Kehakiman untuk mencabut pendaftaraisiidersebut. Tetapi dalam

Sibid.
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kenyataanya, seringkali Bank hanya mengeluarkanat sketerangan yang
menyatakan bahwa kreditor telah menyelesaikan tknggltanpa pernah menyatakan
dalam keterangan tersebut bahwa jaminan fiduamlzrang kreditor sudah dicoret
atau dihapus dari pendaftaran fidusia. Tentu haakan berdampak negative bagi
pemberi fidusia ketika suatu saat nanti dia ingiemimjam kembali dengan
menggunakan fasilitas jaminan fidusia. Oleh kanémadengan melihat fakta-fakta
tersebut, penulis ingin melakukan penelitian initukn dapat lebih memahami
permasalahan pencoretan fidusia di Bank dan jugangsalahan lainnya yang

berkaitan dengan jaminan fidusia.

12. Perumusan Masalah
Berdasarkan fenomena sebagaimana dipaparkan dj ataka pokok
permasalahan penelitian ini akan berfokus padapgaan-pertanyaan berikut:
1. Bagaimana sejarah perkembangan terbentuk UU Fidusialonesia?
2. Bagaimana Pembebanan dan Pendaftaran JaminanaFitil@Bank ?

3. Bagaimana Proses Pencoretan Jaminan Fidusia ofé¢? Ba

1.3. Tujuan dan Manfaat Penélitian
Melihat ruang lingkup permasalahan sebagaimanapdigan sebelumnya,
penelitian ini bertujuan:
1. Untuk membahas mengenai sejarah perkembangan jamiiclasia di
Indonesia dan proses penjaminan fidusia di Bank.
2. Untuk membahas bagaimana pendaftaran dan prosedjanmnan fidusia di
Bank.
3.  Untuk membahas bagaimana proses pencoretan jarfitwesia bagi kredit
yang sudah dilunasi debitor.
Secara teoritis, penelitian dan penulisan skripsdimaksudkan; (a) sebagai
tambahan literatur untuk memahami mengenai lembagasinan fidusia dan
pencoretan jaminan fidusia di Bank. (b) sebagaiukeas bagi para pelaku bisnis,

khususnya yang ingin memperoleh fasilitas kredti d@nk yang menjaminkan
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benda-benda bergerak mereka sebagai agunan kieBant. (c) sebagai bahan

yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetétagi mahasiswa dan

masyarakat umum berkaitan dengan kredit dengammpemgn fidusia.

Secara praktis, penulisan skripsi ini dimaksudkaontuk memberikan

pemahaman yang mendalam kepada para pelaku b&nisetnerintah serta praktisi

hukum berkaitan dengan mengenai lembaga jaminasifidlan pencoretan jaminan
fidusia di Bank.

1.4.

Definisi Operasional

Untuk mencegah munculnya salah tafsir berkaiatamgaie istilah-istilah

atau terminologi yang akan digunakan dalam peagalitni, peneliti memberikan

definisi-definisi yang digunakan dalam penelitiansebagai berikut:

L

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkandgdmank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan pdas@E® melaksanakan
kegiatan usahanya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana @aganakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyadakam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangieningkatkan taraf
hidup rakyat banyak

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yanatddipersama-kan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatgm-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pipakinjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentgatepemberian bunga
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatuddemtas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dy@dmKikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan penitikl#’.

" Pasal 1 butir 1 UU Nomor. 7 Tahun 1992 tentantb&ean sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

ibid.
% ibid.
%P asall butir 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jamidmsia.
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5. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas bendara&rgaik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergenakusnya Bangunan
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagairdanaksud dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Targgguyang tetap
berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagsarappagi pelunasan
uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang rdakan kepada
Penerima Fidusia terhadap kreditor laintya

6.  Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran
Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimilikidisihkan, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaft@aupun yang tidak
terdaftar, yang bergerak maupun tidak begerak yidag dapat dibebani hak
tanggungan atau hipotek

8. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atawrasippemilik Benda
yang menjadi objek Jaminan Fiduéia

T Penerima Fidusia adalah orang perseorangan ataporksr yang
mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dedgamnan Fidusia.

10. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang kar@esjanjian atau
undang-undang.

11. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karemamen atau undang-
undang®.

12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau keigora

15. Metodologi Pendlitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiamgydidasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yanmtujoen untuk mempelajari satu

hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengam faéanganalisanya. Ditinjau dari

Yibid.
2ihid.
B ibid.
% ibid.
S ibid.
18 ibid.
7ibid.
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segi bentuknya, kita mengenal penelitian empiris geenelitian kepustakaan.
Berdasarkan ruang lingkup pembahasan dalam sknigsada dasarnya termasuk ke
dalam penelitian hukum normatif, yang mencakup |ee terhadap taraf

sinkronisasi hukum, yaitu baik secara vertikal mauorizontal dari peraturan-
peraturan hukum yang tertulis dan asas-asas htkum.

Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan data gyanenyeluruh dan
terintegrasi yang berkaitan dengan peraturan{penat yang berkaitan dengan
jaminan kredit dan jaminan fidusia di Indonesiataaa lain; UU Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan, UU Nomor 4 Tahun 188fang Perumahan dan
Pemukiman, UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumalursdan UU Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidd%iaDi samping UU tersebut, peraturan
perundang-undangan lainnya antara lain; KUHPerdatehukum perbankan yang
membahas mengenai penjaminan kredit di bank.

Berkaitan dengan sinkronisasi hukum, peneliti akemelusuri dan mengkaji
KUHPerdata dan hukum perbankan yang membahas mangamaminan kredit di
bank.

Umumnya, dalam penelitian dikenal paling sedikigati (3) jenis alat
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahataka, pengamatan atau
observasi, dan wawancara. Diantara alat pengumpdkta tersebut, karena
penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis n@fmamaka instrumen
pengumpulan data yang digunakan adalah studi dakdte

Studi dokumen akan dilakukan terhadap data priraerdéta sekunder. Dalam
studi dokumen ini, sasaran utama kajian penelgiaddata sekunder, yang mana
dari sudut kekuatan mengikatnya terdiri dari bahakum primer seperti; buku-
buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia, pemgdadangan yang berkaitan

dengan penjaminan kredit dan fidusia. Bahan hukekarsder seperti artikel-artikel

¥Soekanto, SoerjondPengantar Penelitian HukunGet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1942), hal. 51.

19 Selanjutnya dalam Skripsi ini disebut: UUJF 1999.

2 Soekanto, Soerjondid. hal. 52.
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yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan baharurhukertier seperti kamus

hukum, kamus bahasa Inggris dan Ensiklop&tia.

1.6. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan sikripsi ini terdiri dari BnBab, di mana satu dengan

yang lainnya saling berhubungan sesuai dengan pp&okasalahan yang dibahas

yaitu:

BAB I PENDAHULUAN
Bab | ini akan mendeskripsikan mengenai latar laaigkpenelitian,
pokok permasalahan, kegunaan teoritis dan prakdsfinisi
operasional, metodologi penelitian, dan sistemagigaulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA JAMINAN FIDU SIA
Bab ini akan membahas mengenai Sejarah Perkembalagaiman
Fidusia, Sifat dan Ciri-Ciri Jaminan Fidusia, Objelan Subjek
Jaminan Fidusia, Utang yang dapat dijamin denghussia.

BAB IlI: PEMBEBANAN DAN PENJAMINAN FIDUSIA DI BANK
Bab ini akan membahas mengenai Pembebanan Jamidasial-
Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kewajiban Pendaftataminan
Fidusia, dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

BAB IV: PROSES PENCORETAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK
Bab ini akan membahas mengenai Pengalihan Halkpatasg pada
Jaminan Fidusia, Pengalihan Benda Objek Jaminanuskid
Tanggung Jawab Penerima Fidusia atas Akibat Kalal&@emberi
Fidusia, Hapusnya Jaminan Fidusia, Pencoretan dankiidusia oleh
Bank.

BAB V: PENUTUP
Bab ini mencakup kesimpulan yang menjadi jawaban plakok

permasalahan penelitian ini.

L Soekanto, Soerjondhid.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA

21 Sgarah munculnya Hukum Jaminan Fidusia

Dalam bagian ini akan dibahas sejarah perkembamgiam jaminan fidusia
yang sering digunakan para ahli hukum dalam mensbahangenai asal-usul
jaminan fidusia, yaitu; perkembagan fidusia dalankum Romawi, Belanda dan
Indonesia. Pertama, Pranata Jaminan Fidusia pertama sekali dikenal dan
diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada lskr#uk jaminan fidusia,
yaitu fidusia cum creditoredanfidusia cum amicoKeduanya timbul dari perjanjian
yang disebupactum fiduciagzang kemudian diikuti dengan penyerahan hak gtau
iure cession.Dalam bentuk fidusia cum creditore contracttgang berarti janji
kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakeathwa debitor akan
mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepadditéresebagai jaminan atas
utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akangaiigken kembali
kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utasagah dibayar lun&s

Kalau kita hubungkan dengan sifat yang ada padapseak, maka dikatakan
bahwa debitor mempercayakan kewenangan atas saraingokepada kreditor untuk
kepentingan kreditur, yaitu sebagai jaminan pemanuygerikatan oleh kreditor.

Timbulnyafidusia cum creditoréni disebabkan kebutuhan masyarakat akan
hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanyaiscetiutuhan terhadap adanya
hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstrutskum. Dengarfidusia cum
creditore ini, maka kewenangan yang dimiliki kreditor akarbilke besar yaitu
sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagmnan. Debitor percaya
bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewengagg diberikan itu.
Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan daraseoral saja dan bukan
kekuatan hukum. Debitor tidak akan dapat berbuataga jika kreditor tidak mau
mengembalikan hak milik atas barang yang diseralBk&®agai jaminan itu. Hal ini

#Gunawan Wijaya dan Ahmad Yanlaminan FidusigJakarta: Rajawali Press, 2000), hal.,
120-121.
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merupakan kelemahan fidusia pada bentuknya awailkgadibandingkan dengan
sistem hukum jaminan yang kita kenal sekafang

Karena adanya kelemahan itu maka ketika gadai daotik berkembang
sebagai hak-hak jaminan, fidusia menjadi terdesakldhkan akhirnya hilang sama
sekali dari hukum Romawi pada saat itu. Jadi f@usnbul karena memang ada
kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dan kemuelg/ap karena dianggap
tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Magkgh Romawi pada waktu itu
menganggap gadai dan hipotik lebih sesuai karenayadaturan tertulis sehingga
lebih memberikan hak-hak yang seimbang antara taredian debitor. Demikian
pula hak-hak dari pihak ketiga akan lebih menjak@pastiannya karena aturannya
pula’.

Masyarakat hukum Romawi juga mengenal suatu pratzate samping
pranata jaman fidusia diatas, yaitu pranata titipang disebufiducia cum amico
contractayang artinya janji kepercayaan yang dibuat dentgaman. Pranata ini
pada dasarnya sama dengan praratst” sebagaimana dikenal dalam sistem
hukum “common law” Lembaga ini sering digunakan dalam hal seoramgilike
suatu benda harus mengadakan perjalanan keluadkotaehubungan dengan itu
menitipkan kepemilikan benda tersebur kepada teg@gadangan janji bahwa teman
tersebut akan mengembalikan kepemilikan bendaltergé&ka pemiliknya sudah
kembali dari perjalanannya. Dalafiducia cum amico contractani kewenangan
diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kiegent tetap ada pada pihak
pember?®.

Perkembangan selanjutnya adalah ketika Hukum Balanédrepsi Hukum
Romawi- dimana fidusia sudah lenyap — fidusia tidkak diresepsi. Itulah sebabnya
mengapa dalanBurgerlijk Wetboek(BW) Belanda tidak ditemukan pengaturan

tentang fidusia. Seterusnya sesuai dengan asa®ikiamsi, dalam Kitab Undang-

2 |bid.
2 bid.
5 |pid.
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undang Perdata Indonesia yang memberlakukan BW jigdak ditemukan
pengaturan tentang fiduéfa

Kedua, Dalam Burgerlijk WetboekKBW) — Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Belanda, seperti yang telah kita uraikaatali pranata jaminan yang diatur
adalah gadai untuk barang bergerak dan hipotekkurdtang tidak bergerak. Pada
mulanya kedua pranata jaminan dirasakan cukup mémdebutuhan masyarakat
dalam bidang perkreditan. Tetapi karena terjad gggtanian yang melanda Negara-
negara Eropa pada pertengahan sampai akhirabad tezfddi penghambatan pada
perusahan-perusahan pertanian untuk memperoleht.kRabda waktu itu tanah
sebagai jaminan kredit menjadi agak kurang popuian kredit menghendaki
jaminan gadai sebagai jaminan tambahan disampmingn tanah tadi. Kondisi
seperti ini menyulitkan perusahan-perusahan pemaridengan menyerahkan alat-
alat pertaniannya sebagai jaminan gadai dalam panin kredit sama saja dengan
bunuh diri. Apalah artinya kredit yang diperolehlaka alat-alat pertanian yang
dibutuhkan untuk mengolah tanah sudah berada dgl@mguasaan kreditr,
Terjadilah perbedaan kepentingan antara krediton dibitor yang cukup
menyulitkan kedua pihak. Untuk melakukan gadai sgapenguasaan terbentur pada
ketentuan 1152 ayat (2) BW yang melarangnya.

Untuk mengatasi hal tersebut dicarilah terobosaokbsan dengan
mengingat konstruksi hukun yang ada, yaitu jual @éehgan hak membeli kembali
dengan sedikit penyimpangannya. Bentuk ini digunakatuk menutupi suatu
perjanjian peminjaman dengan jaminan. Pihak penjpaherima kredit) menjual
barangnya kepada pembeli (pemberi kredit) dengéniean bahwa dalam jangka
waktu tertentu penjual akan membeli kembali baraagng itu dan yang penting
barang-barang tersebut akan tetap berada dalamugsaan penjual dengan
kedudukan sebagai peminjam pakai. Untuk sementaftainh dapat mengatasi
kesulitan — kesulitan yang dihadapi pada waktu Tetapi karena hal itu bukan
bentuk jaminan yang sebenarnya, tentu akan timekiilangan dalam prakteknya.

“Sibid.
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Keadaan seperti berlangsung terus sampai dikeloayikakeputusan oleh
Hoge Road (HR) Belanda tanggak 29 Januari 1929 yarkgnal dengan nama
Bierbrouwerij Arrest Kasusnya adalalV Heineken Bierbrouwerij Maatshappij
meminjam uang sejumlah F. 6000 dari P. Bos pemiéikung kopi‘Sneek”, dengan
jaminan berupa hipotek keempat atasa tanah danubangyang digunakan Bos
sebagai tempat usahanya. Untuk lebih menjamin psamutangnya, Bos menjual
inventaris warungnya kepadgerbrouwerij dengan hak membeli kembali dengan
syarat bahwa inventaris itu untuk sementara dikualeda Bos sebagai peminjam
pakai. Pinjam pakai itu yang akan berakhir jika Bok membayar utang pada
waktunya atau bilamana Bos jatuh pailit. Ternyats Benar-benar jatuh pailit dan
hartanya diurus oleh curator kepailitan (Mr. A.We Blaan), termasuk inventaris
tadi. Bierbrouwerij kemudian menuntut kepada curatkepailitan untuk
menyerahkan inventaris tadi dengan sitaan revisdikaurator menolak dengan
alasan bahwa perjanjian jual beli dengan hak merkbeibali tersebut adalah tidak
sah, karena hanya pura-pura saja. Dalam gugatampehksasi kurator kepailitan
menuntut pembatalan perjanjian jual beli denganrhainbeli kembaf.

Dalam Sidang Pengadilan tingkat pertama, pengadfachtbankdalam
putusannya menolak gugat&8merbrouwerij dan dalam rekonpensasi mengabulkan
gugatan rekonpensasi dengan membatalkan perjgngabeli dengan hak membeli
kembali tersebut. Alasannya adalah para pihak hd®raura-pura mengadakan
perjanjian jual beli dengan hak membeli kembalisébut.Yang sesungguhnya
terjadi adalah perjanjian pemberian jaminan dalamiuk gadai. Akan tetapi gadai
tersebut adalah tidak sah karena barangnya tetapldealam kekuasaan pemberi
gadai sehingga bertentangan dengan larangan P&sabyat (2 KUHPer.

Atas putusan inBierbrouwerij menyatakan banding yang keputusannya
adalah menyatakan jual beli dengan hak membeli kéntbrsebut adalah sah.
Dengan demikian Kurator Kepailitan diperintahkartuknmenyerahkan inventaris
Warung Kopi Bos kepad8ierbrouwerij. Atas keputusan ini Kurator Kepailitan

2Tiki
ibid.
Zyntuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjdiperlukan, seandainya
endossemennya, penyerahan suratnya.
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menyatakan kasasi dan dalam putusanAgpge Raadmenyatakan bahwa yang
dimaksud oleh para pihak adalah perjanjian pengerdtak milik sebagai jaminan
dan merupakan title yang sah. Kurator kepailitggedntahkan untuk menyerahkan
inventaris Bos kepad®ierbrouwerij. Hal ini telah melahirkan pranata jaminan
dengan jaminan penyerahan hak milik secara kepaacayang dikenal dengan
fidusia. Putusan Hoge Raad itu kemudian menimbufk@mentangan pendapat di
kalangan ahli hukuf.

Ketiga, Perkembangan Hukum Fidusia di Indonesia. Sebagiah ssatu
jajahan Negara Belanda, di Indonesia diberlakukenatpran tentang ikatan panen
(Staatblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatenganai peminjaman uang,
yang diberikan dengan jaminan panenan yang akamalgh dari suatu perkebunan.
Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untakgadakan jaminan atas
barang-barang bergerak, atau setidak-tidaknya kimudenjadi barang bergerak,
sedangkan barang-barang itu tetap berada dalanasa#m debitdf.

Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia diotesia diakui oleh
yurisprudensi berdasarkan keputusdooggerechtsh(HGH) tanggal 18 Agustus
1932. Kasusnya adalah sebagai berikut. Pedro @ligmeminjam uang dari
Bataafsche Petroleum MaatschapgBPM) dengan jaminan hak milik dengan
sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetapgumasai mobil itu atas dasar
perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jikag@étt lalai membayar utangnya
dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM ketikag@étt benar-benar tidak
melunasi uangnya pada waktu yang ditentukan. BPMumieit penyerahan mobil
dari Clignett, namun ditolaknya dengan alasan bapemanjian yang dibuat itu
tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adaatiai, tetapi karena barang
gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaaanodebiaka gadai tersebut tidak
sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdaamDputusannya HGH
menolak alas an Clignett karena menurut HGH jamyzaag dibuat antara BPM dan
Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan heik secara kepercayaan atau

Bibid.
%ibid. him. 126.
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fidusia yang diakui oleh Hoge Raad dalanBierbrouwerij Arrest. Clignett
diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM

Pada waktu itu karena sudah terbiasa dengan huldam@enyerahan secara
constitutum possessoriuraulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahalain
Indonesia. Dalam prakteknya, dalam perjanjian jamifidusia diberi penjelasan
bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusidgptempat barang-barang itu
terletak dan pada saat itu juga kreditor menyenmnahbarang-barang itu kepada
kepada pemberi fidusia—yang atas kekuasaan peneguenasberi fidusia telah
menerimanya dengan baik untuk dan atas nama pemefidusia sebagai
penyimpan. Walaupun demikian, sebenarnya konsepstitutum possessorium
bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau kiit tan cermati, dalam hukum
adat di Indonesia pun mengenal konstruksi yang kilami Misalnya tentang gadai
tanah menurut hukum adat. Penerima gadai biasankanbpetani penggarap
(pemberi gadai). Dengan demikian pemberi gadaipteteenguasai tanah yang
digadaikan itu tetapi bukan sebagai pemilik tetsgibagali penggarap. Keputusan
HGH inilah menjadi asal-usul perkembangan hukumasia di Indonesf&.

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami peldegan yang cukup
berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kekkl para pihak. Pada zaman
Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah galj@emilik atas barang yang
difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterimlama penerima fidusia hanya
berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Peskegarb selanjutnya
menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dendaak ietiga dan mengenai
obyek yang dapat difidusiakan. Mengenai obyek falusi, baik Hoge Raad
Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secarsekuen berpendapat
baha fidusia hanya dapat dilakukan atas barangipab@rgerak. Namun dalam
praktek, orang sudah menggunakan fidusia untukniabarang tidak bergerak,
apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok rgrddUPA) yaitu UU
Nomor 5 Tahun 1960 perbedaan antara barang berdarakdak bergerak menjadi

3Libid.
%2ibid. him. 127.
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kabur karena UUPA menggunakan pembedaan berdasdakeain dan bukan
tanati".

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1888ang Jaminan
Fidusia-obyek fidusia meliputi benda bergerak bgakg berwujud maupun tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya banguvak-hak atas tanah yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimanakdind dalam undang-undang
nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggurigan

2.2.  Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia

Sebelum lahirnya UUF, pada umumnya benda yang miieolg/ek jaminan
fidusia itu adalah benda bergerak yang terdiri @@&sda dalam persediaan, benda
dagangan, piutang, peralatan mesin, mobil dan keadebermotor. Dengan kata
lain obyek jaminan fidusia terbatas pada kebendaengerak. Guna memenuhi
kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, medUMet obyek jaminan fidusia
diberikan pengertian yang luas yaitu (i) benda éexg yang berwujud, (ii) benda
bergerak yang tidak berwujud, (iii) benda yang kideergerak, yang tidak dapat
dibebani dengan hak tanggungan

Dalam Pasal 1 angka 4 UUF diberikan perumusarsaatgang dimaksud
dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusiagalberikut:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dialihkan, baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupamgytidak terdaftar, yang bergerak
maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebanidragggungan atau hipotik”.

Dari bunyi perumusan dalam Pasal 1 angka 4 UURad, abyek jaminan
fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidakgerak tertentu yang tidak
dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipol#ngan syarat bahwa
kebendaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkaengan demikian, obyek
jaminan fidusia adalah: (1). benda tersebut hamysat dimiliki dan dialihkan

% Ibid. him. 127.

** Ibid.

*Rahmadi Usman, Hukum Jaminan KeperdataarGetakan Pertama (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), hlm, 176.
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secara hukum, (2) dapat atas benda berwujud, takmgisitang, (3) dapat atas
benda yang terdaftar dan tidak terdaftar, (3) bebdegerak, (4) benda tidak
bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak targgm, (5) benda tidak
bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hiffotik

Kemudian dalam Pasal 3 UUF bahwa obyek jaminansia bertalian

dengan ruang lingkup berlakunya UUF yang menyatakdagai berikd:

“Undang-undang ini tidak berlaku terhadap: (a) Halnggungan yang berkaitan dengan
tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundaaggan yang berlaku menentukan
jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftgr,Hipotek atas kapal yang terdaftar
dengan isi kotor berukuran 20 M3 atau lebih, (dpdtek atas pesawat terbang, dan gadai.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam YHif menegaskan
bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termastdng@i(eceivabley maka
jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUF tata@mnggantikanfiduciaire
eigendomsoverdraci{fFEO) dancessigiaminan atas piutang-piutang—yang dalam
praktik pemberian kredit banyak digunafan

Benda yang dijakan obyek jaminan fidusia tidak lzabgnda yang sudah ada
pada saat jaminan fidusia tersebut dilakukan, a&sapi meliputi pula benda yang
diperoleh kemudian, dapat diberikan jaminan fiduiemungkinan ini ditegaskan
dalam Pasal 9 UUF, yaitu:

(1) Jaminan Fidusia diberikan terhadap satu atau Isaibhan atau jenis benda, termasuk
piutang, baik yang telah ada pada saat jaminanrikide maupun yang diperoleh
kemudian.

(2) Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yaegokip kemudian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengerjanjian jaminan tersendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 UUF, pembeljamaman atas benda
atau piutang yang diperoleh kemudian tersebut tideku dilakukan dengan
perjanjian jaminan tersendiri, sebab pengalihan Hadpemilikan tersebut
dilaksanakan “sekarang untuk nantinya”. Dengan Himiketentuan dalam Pasal 9
UUF ini, secara tegas membolehkan jaminan fidussmaakup pula benda yang

diperoleh di kemudian hari. Ketentuan ini pentingatidang dari segi komersial.

% ibid. hal., 176.
%7 pasal 3 UUF No.42 Tahun 1999.
¥Rahmadi Usmarp.cit , him. 176.
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Hal ini menunjukkan bahwa UUJF menjamin fleksibdityang berkenaan dengan
hal ikhwal benda yang dapat dibebani jaminan figbsigi pelunasan utang.

Kemudian siapa menjadi Subyek jaminan fidusia? &ulgminan fidusia
adalah mereka mengikat diri dalam perjanjian jamifidusia, yang terdiri atas
pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mehletentuan Pasal 1 angka 5
UUJF yang menjadi Pemberi Fidusia bisa orang pegama atau korporasi pemilik
benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari getign tersebut berarti pemberi
fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa piHak, dalam hal ini bertindak
sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yangupakan pemilik objek
jaminan fidusia. Bagi kita yang terpenting bahwanperi fidusia harus memiliki
hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi olajelnan fidusia pada saat
pemberian fidusia tersebut dilakukan.

Penyebutan “korporasi” tampaknya hanya untuk mesiega dan
menghilangkan kemungkinan adanya keragu-raguan $Smkalipun tidak ada
penjelasan, namun kiranya dapat kita simpulkarhl&mjut, bahwa yang dimaksud
dengan korporasi di sini mestinya merupakan suatiafm hukum atau suatu badan
yang sudah umum diterima bisa mempunyai pemilikalggun bukan merupakan
badan hukum. Pada asasnya kesatuan yang bisa mgamnpgwak milik-di luar
personalamiah---hanyalah badan hukum saja. Namun, kga fidak bias menutup
mata terhadap apa yang berlaku dalam masyarak#t) pahwa perseroan
komanditer (CV) bhisa mempunyai kendaraan atas ngadukan atas nama
pribadi pengurus.

Sebagaimana dikemukaan sebelumnya, ketentuan d@ksal 17 UUJF
melarang pemberi fidusia melakukan fidusia ularmpadap benda yang menjadi
objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Atasad&etentuan ini, fidusia ulang
oleh pemberi fidusia, baik oleh debitur maupun @emp pihak ketiga, tidak
dimungkinkan atas benda yang sudah difidusia dataftdirkan, karena hak
kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jamirdusia tersebut telah beralih

%9 J. SatrioHukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan FiduSiatakan KedugBandung:
Citra Aditya, 2002), him. 181.
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kepada penerima fidusia, sehingga debitur atauapenj pihak ketiga tidak

berwenang untuk mengalihkannya kepada pihak%ain

2.3. Sifat dan Ciri-ciri Jaminan Fidusia

Dalam bagian ini kita akan membahas sifat dan gaminan fidusia
sebagaimana disebutkan dalam UUF dan juga penbaepadgai ahli, yaitu antara
lain:

a. Perjanjian Fidusia merupaka perjanjian obligatoir

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUF menyebutkag gimaksud dengan

jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas bendaeb&kdgaik yang berwujud maupun tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bamgyang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomdrakun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan mpdichliEia sebagaimna agunan bagi
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudy&ag diutamakan kepada penerima
fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Berdasarkan pengertian di atas, jaminan fidusiaupaan lembaga hak
jJaminan (agunan) yang bersifat kebendaatyrity rights in remyang memberikan
kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepadaripga fidusia terhadap
kreditor lainnya. Sebagai hak kebendaan yang mekabperjaminan dengan
sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan jugelekat pada jaminan fidusia. Dia
bukan perjanjian obligatoir yang bersifat perorafiga

Perjanjian fidusia bersifatbligatoir, berarti hak penerima fidusia merupakan
hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebbatdsi oleh hal-hal yang
ditetapkan bersama dalam perjanjian. Akan tetapmhbatasan demikian hanya
bersifat pribadi. Karena hak yang diperoleh penariidusia itu merupakan hak

milik sepenuhnya, ia bebas untuk menentukan careepehan piutannya, terhadap

““Dahulu berdasarkarsio Arrest tanggal 22 Mei 1953, debitor tidak diperkenankan
menyerahkan hak milik atas barang jaminan yang depada dua kreditor. Artinya penyerahan hak
milik secara kepercayaan kepada kreditor yang pertadalah sah, sedang yang dilakukan terhadap
kreditor yang kedua adalah batal. Dalam praktikdeaa yang demikian, menyulitkan kreditor.
Kreditor dalam suatu perjanjian utang-piutang denggaminan fidusia dapat dikatakan tidak
mungkin untuk menyelidiki terlebih dahulu apakalbite benar-benar pemilik, yaitu orang yang
dapat bertindak bebas atas barang yang dijamitkeitama karena barang yang dijaminkan berupa
barang bergeralbid. 1985.

“1Op.cit him. 162.
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benda yang dijaminkan melalui fidusia. Hak yangbtindari fidusia adalah hak

yang bersifat pribadi, yang lahir karena adanyauhghn perutangan antara kreditor
dan debitur. Ketentuan-ketentuan yang bersifat rkemnalari gadai tidak dapat

diterapkan terhadapnya. Juga para pihak bebas mmtulentukan manakala terjadi
kepailitan pada debitur atau kredftor

Dari pendapat berbagai ahli hukum menyatakan baPerganjian fidusia
menimbulkan hak-hak yang bersitzdkelijk berarti hak yang diperoleh penerima
fidusia (kreditor) merupakan hak kebendaan (yandpatas), sehingga dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga, karenanyd-pasal gadai dapat diterapkan
terhadapnya. Selanjutnya perjanjian fidusia tidalenimbulkan hak milik
sepenuhnya bagi kreditor, karena ia tidak mengulasadanya, tidak berwenang
untuk menikmati bendanya, hanya mempunyai kewemategaadap benda tersebut
sesuai dengan Tujuan yang telah diperjanjikanuysabagai jaminan. Jika debitur
tetap memenuhi kewajibannya, ia tetap dapat menddaimenguasai bendanya,
tetap dapat mempertahankan bendanya, juga terhmldak ketiga, yaitu terhadap
kreditor dari penerima fidusia, jika seandainygatdirpenyitaan terhadap penerima
fidusia. Bahkan debitur tetap dapat mempertahariarya terhadap curator jika
terjadi kepailitan kreditdr.

Sebaliknya pendapat yang menganggap bahwa pendigissia itu bersifat
obligatoir dan melahirkan hak-hak yang bersifersoonlijk,sesuai dengan system
Hukum Romawifiducia cum creditoriamenurut pengertiannya yang Klasif, yaitu
melahirkan hak eigendom bagi kreditor, meskipungdenpembatasan-pembatasan
sebagaimana yang diperjanjikan antara pihak. Petdigmikian juga sesuai dengan
pertumbuhan hukum Angglo Amerika menurut sistemmmon law, dimana
pemegang hipotekn{ortgage¢ dianggap memperoleh hak eigendom atas benda
jaminan, menjadieigenaar dari benda jaminan dan berkedudukan sebé&tai

holder dari benda jaminan tersebtit

“?0p.cit him. 164.
*3Op.cit
“ Op.cit
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b. Sifat AccessoiPerjanjian Fidusia

Dalam Pasal 4 UUF dinyatakan bahwa “Jaminan Fidusirupakan
perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yangnimbulkan kewajiban bagi
para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Kemudalam Penjelasan Pasal ini
disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan prestasinddetentuan ini adalah
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidakdiesesuatu, yang dapat dinilai
dengan uang.

Kata-kata “ikutan” dalam ketentuan Pasal 4 UUFgeteenunjukkan bahwa
fidusia merupakan perjanjiaccessoir. Sebagai suatu perjanjiaaccessoir.
Perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat antarainia (i) sifat ketergantungan
terhadap perjanjian pokok, (i) keabsahannya semata ditentukan oleh sah
tidaknya perjanjian pokok, (iii) sebagai perjanjiaersyarat, maka hanya dapat
dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dabemanjian pokok telah atau
tidak dipenuhf.

Kemudian sifataccessoir jaminan fidusia ini membawa akibat hukum,
bahwa (i) apabila perjanjian pokoknya berakhir akawena sebab lainnya yang
menyebabkan perjanjian pokoknya hapus, dengan rggyali jaminan fidusia
menjadi hapus karena hukum, (ii) fidusia yang nmimaya karena hukum beralih
pula kepada penerima fidusia yang baru denganhéainya perjanjian pokoknya
kepada pihak lain, (iii) fidusia merupakan bagiafak terpisahkan dari atau selalu
melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hayusidusia tidak menyebabkan
hapusnya perjanjian pokok.

Karena perjanjian fidusianya merupakan perjanjiangybersifataccessoiy
sesuai dengan sifatnya tersebut, perjanjian pearbgaminan fidusia merupakan
suatu perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatdhagaimana diatur dalam

Pasal 125% jucto Pasal 1265 KUHPerdata, dengan konsekuensinya, pemberian

**0Op.cit, hal., 165.

6 Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia wiggkan pada suatu peristiwa yang
masih akan dating dan yang masih belum tentu a&gadt, baik secara menangguhkan perikatan
hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupuarsemembatalkan perikatan menurut terjadi atau
tidak terjadinya peristiwa tersebut. R. Subekllitab Undang-Undang Hukum Perdafdakarta:
Pradnya Paramita, 1987), hal., 326.
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jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir ataapus, kalau perjanjian

pokoknya.

C. Droit de Preferenc®alam Perjanjian Fidusia

Sama halnya seperti hak agunan atas kebendaarydasaperti gadai yang
diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, hak tanggudganhipotik, maka jaminan
fidusia menganut prinsiglroit de preference Sesuai ketentuan Pasal 28 UUF,
prinsip ini berlaku sejak pendaftarannya pada KaR®ndaftaran Fidusia. Jadi di
sini berlaku adagiurfirst registered, first secured.

Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud di atakla hak penerima
fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atasl reksekusi benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia. Hak untuk mengangalunasan ini mendahului
kreditor-kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemUdatusia dinyatakan pailit atau
dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerimauich tidak hapus karena benda
yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak termasaflach harta pailit pemberi
fidusia. Dengan demikian, penerima fidusia tergglatalam kelompok kreditor
separatis. Jadi dapat dikatakan bahwa ketentuaatadi berhubungan dengan
ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agwaias kebendaan bagi
pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam tédtang Kepailitan
menentukan bahwa benda yang menjadi obyek jamimdusid berada diluar
kepailitan dan atau likuidd8i

Dalam Pasal 27 UUF menyatakan sebagai berikut:

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan aedp kreditor

lainnya.

*" Suatu syarat batal adalah syarat yang apabilendip, menghentikan perikatan, dan
membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan seseolah-olah tidak pernah ada suatu
perikatan. Syarat ini tidak menangguhkan pemenupankatan, hanyalah ia mewajibkan
siberpiutang mengembalikan apa yang telah diteryamaapabila peristiwa yang dimaksud terjadi.
ibid. hal., 328.

“8Gunawan Widjaya dan Ahmad Yafp.cit,him. 131-132.
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(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam(adyadalah hak
penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutgagatas hasil
eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidakusakarena adanya
kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.

Dari ketentuan Pasal 27 UUF di atas, dapat diketdhwa penerima
fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutaerakerhadap kreditor lainnya,
yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunapaitangnya atas hasil
eksekusi (penjualan) dari benda yang menjadi olpgeknan fidusia. Hak untuk
mengambil pelunasan piutang ini mendahului daridikoe lainnya yang tidak
dijamin dengan fidusia, walaupun penerima fidusranasuk orang yang pailit atau
dilikudasi. Hak utama dari penerima fidusia tidadpbs karena adanya kepailitan
dan/atau likuidasi dari pemberi fidusia, berhubwenda yang menjadi obyek
jaminan fidusia tidak termasuk dalam bundle kefzaili Ketentuan ini berhubungan
dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupak&naganan atas kebendaan
bagi penunasan piutang. Penerima fidusia tergokmeglitor yang mempunyai

kedudukan terkuat seperti halnya pemegang gadaigatik serta hak tanggungan.

d. Droit de SuitePerjanjian Fidusia
Sifat droit de suite juga dianut jaminan fidusia, disamping jaminapatik
dan hak tanggungan. Hal ini ditegaskan oleh ketantlalam Pasal 20 UUF yaitu:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang merghglek jaminan fidusia
dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kpenghlihan atas benda
persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia”.

“Ketentuan ini mengakui prinsipdroit de suite” yang telah merupakan

bagian dari peraturan perundang-undangan dalanankgida dengan hak

mutlak atas kebendaan (in réth)

Pemberian sifat hak kebendaan di sini dimaksudkatuku memberikan
kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebend#hnni berangkat dari

pemikiran bahwa benda jaminan tetap menjadi penplémberi jaminan dan

“9 Penjelasan Pasal 20 UUF.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan hukum ..., Mathias J. Lado, FH Ul, 2011



33

pemberi jaminan pada asasnya selama penjaminaangsetng tetap berwenang
untuk mengambil tindakan kepemilikan atas bendairjam miliknya. Dengan
memberikan sifatroit pada fidusia, maka hak kreditor tetap mengikutidagya
kepada siapapun benda itu berpindah, termasukd@phaihak ketiga pemilik baru,
yang berkedudukan sebagai pihak ketiga pemberhjamif

Prinsip droit de suiteini dapat disimpangi atau dikecualikan, dalam hal
kebendaan yang dijadikan sebagai obyek jaminarsiidberupa benda atau barang
persediaanifventory, seperti barang jadififished goods)yang diproduksi dan
dipasarkan pemberi fidusia. Pengecualian pridsgit de suiteni dinyatakan dalam
klausul terakhir ketentuan dalam Pasal 21 UUF, Ukéicpengalihan atas benda
persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Berdemikian berarti sifat hak
kebendaan berupdroit de suitetidak berlaku terhadap benda-benda persediaan,
yaitu stockbarang dagangan. Pengecualian ini didasarkan pfad&esbendaannya
berupa barang-barang dagangan, yang memang untdRgatigkan atau
diperjualbelikan, sehingga sifatdroit de suite dengan sendirinya tidak dapat
diterapkan kepada kebendaan yang dimaksud

2.4.  Utang Yang Dapat Dijamin dengan Fidusia

Jaminan fidusia diberikan sebagai agunan bagi psAm utang tertentu
debitur atau piutang tertentu kreditor. Oleh kargnajaminan fidusia merupakan
accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan gad#u perjanjian
utang-piutang atau perjanjian lain. Kelahiran, katdaan, peralihan, eksekusi dan
hapusnya jaminan fidusia tersebut ditentukan adgpstalinan dan hapusnya
piutang yang dijamin pelunasannya. Ada atau tidakayninan fidusia bergantung
pada ada atau tidaknya suatu piutang tertentu ggamin pelunasannya dengan
jaminan fidusia.

Pengertian utang dan piutang telah dirumuskamd&®JF. Utang adalah
kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakaandglmlah uang, baik dalam

mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, bakraelangsung maupun

0 Rachmadi UsmarQp.cit, hal., 166.
1 Op.cit.
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kontinjerr?, Sedangkan piutang adalah hak untuk menerima pemd®’. Orang
yang berutang dinamakan debitur dan orang yanguiang dinamakan kreditor.
Debitor mempunyai kewajiban melunasi utangnya desditor mempunyai hak
untuk menerima pembayaran piutangnya.

Berkenaan dengan utang yang dijaminkan denganididketentuan dalam
Pasal 7 UUJF dinyatakan:

“Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusiaataprupa utang yang telah ada, utang

yang akan timbul di kemudian hari yang telah diaikan dalam jumlah tertentu, atau

utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukarajubd@rdasarkan perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi”.

Dari ketentuan dalam Pasal 7 UUJF tersebut, gun@emehi kebutuhan
masyarakat, maka utang yang pelunasannya dijamigatefidusia itu dapat berupa
utang yang telah ada, utang yang telah diperjamj#ialam jumlah tertentu dan
utang yang saat eksekusi dapat ditentukan.

Kata-kata “utang yang telah ada” dalam ketentBasal 7 sub aUUJF
tertuju pada utang yang saat pemberian jaminarsibhdsudah ada, sedang kata-kata
“vang akan timbul di kemudian hari” tertuju kepaddang-utang pada saat
pemberian fidusia diberikan belum ada, tetapi telgierjanjikan. Di sini induknya
yang akan melahirkan utang itu sudah ada, tetapigulya pada saat itu belum ada.
Ini dimaksudkan untuk menampung praktik yang selam&éanyak muncul, yaitu
kredit-kredit per rekening koran. Pada saat pegarkredit ditandatangani, debitor
belum terutang apa-apa, karena dengan ditandaniapgganjian kredit, kreditor
baru menyediakan suatu jumlah (plafon) tertentwlkirdipakai (dipinjam) oleh
debitor. Nanti kalau debitor benar-benar menggumdkadit yang tersedia, baru
pada saat itu ada terutang oleh deBttor

Berdasarkan penjelasan Pasaub bUUJF menyatakan bahwa utang yang
akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengaiaiskontinjen misalnya utang
yang timbul dari pembayaran yang dilakukan olehditoe untuk kepentingan

2 pasal 1 angka 7 UUJF 1999.
3 pasal 1 angka 3 UUJF 1999.
*Op.cit, him. 172.
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debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bankinSal utang yang dapat dijamin
dengan jaminan fidusia termasuk juga yang jumlahpgda saat akan dieksekusi
dapat ditentukan, berdasarkan perjanjian pokok yarenimbulkan kewajiban
memenuhi suatu prestasi. Dalam penjelasan Raéasl 7 sub dJUJF dinyatakan,
bahwa utang yang dimaksud adalah utang bunga atgsnan pokok dan biaya

lainnya yang jumlahnya ditentukan kemudfan

% pada masa sekarang umunya para pengusaha yangmieinkredit dari bank, menutup
perjanjian kredit per rekening Koran, dengan Tujuatuk menghemat sebesar mungkin pembayaran
bunga. Jarang sekali orang mengambil kredit dalanigh yang sejak semula sudah pdstiloan).
Pada kredit per rekening Koran, bank hanya menataplatu plafon kredit tertentu, yang merupkan
jumlah maksimal kredit yang bisa diambil oleh debi Karena pada umumnya peredaran uang
debitor---untuk menghemat beban bunga---dilakuk&talai rekening debitor yang ada pada bank
(kreditor), maka jumlah uang yang benar-benar amgitoleh debitor, setiap waktu bisa berubah-
ubah. J. Satriogp.cit, hal. 217.
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BAB 111
PEMBEBANAN DAN PENJAMINAN FIDUSIA DI BANK

3.1. Akta Pembebanan Jaminan Fidusia

Sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia, peanbabsuatu benda atas
jaminan fidusia dibuat dengan akte notaris dalanhaba Indonesia. Dalam
ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF disebutkan bahwab@leanan benda dengan
jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalahmba Indonesia dan merupakan
akta jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Uskifap perbuatan hukum
yang dimaksud membebani benda dengan Jaminan &idimiktikan dengan akta
notaris. Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 5 ayatJ(dJF tersebut dapat diketahui
bahwa sesungguhnya tidak mensyaratkan adanya fkssdrdr atau "kewajiban”
pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituang&kem bentuk akta notaris,
sehingga ditafsirkan bahwa boleh saja pembebanadabgengan jaminan fidusia
tidak dituangkan dalam akta notafis

Dari redaksi Pasal 5 ayat (1) UUJF, kita tidak dapeenafsirkan bahwa
ketentuan dalam pasal tersebut bersifat memakdauKaemang maksud pembuat
undang-undang untuk mewajibkan penuangan aktaididdisdalam bentuk akta
notariil, maka ia seharusnya menuangkan perumuasaal B ayat (1) UUJF dalam
bentuk ketentuan yang bersifat memaksa, baik dengacantumkan kata "harus”
atau "wajib” di depan kata-kata "dibuat dengan aktataris”, maupun dengan
menyebutkan akibat hukumnya kalau tidak dibuat derakta notaris’

Apalagi kalau kita hubungkan dengan Pasal 2 UUJig yaengatakan bahwa
UUJF berlaku untuk setiap perjanjian yang bertujusrtuk membebani benda
dengan jaminan fidusia, yang memberikan petunjukalla kita, bahwa di luar

jaminan fidusia seperti yang diatur dalam UUJF, imasla perjanjian-perjanjian

% Rahman Usmamp.cit. hal. 188.
" J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaanskid(Bandung: Citra Aditya
Bhakti, 2002), hal., 200.
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fidusia yang laif. Kiranya sulit untuk kita terima, bahwa Pasal &tafl) UUJF
merupakan hukum yang memaksa

Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) UUJF tersebut playzat kita tafsirkan
bahwa terhitung sejak berlakunya UUJF, untuk pala&an hak-hak dari Pemberi
dan Penerima Fidusia sebagaimana disebutkan dalai,Uarus memenuhi syarat,
bahwa jaminan fidusia itu harus dituangkan dalamtlde akta notariil. Ini tidak
sama dengan mengatakan, bahwa semua jaminan figast tidak dituangkan
dalam bentuk akta notariil, yang sudah dibuat sasuiderlakukan UUJF tidak
berlaku, sebab dapat saja terhadap jaminan fickesperti itu berlaku ketentuan-
ketentuan tidak tertulis dan yurisprudensi yangarsel ini berlaku. Bukankah
dikatakan bahwa UUJF tidak hendak menghapuskanntkete-ketentuan dan
lembaga fidusia yang selama ini mengatakan bahva ldalam jangka waktu 60
hari, jaminan fidusia yang lama tidak disesuaidlangan UUJF, maka jaminan itu
"bukan merupakan hak agunan atas kebendaan selzagadmmaksud dalam UU
ini”. Dengan demikian, akta notaris di sini merugaksyarat materiil berlakunya
ketentuan-ketentuan UUJF atas perjanjian penjamfitusia yang ditutup para
pihak. Di samping itu, sudah tentu juga sebagaitalkti®®.

Akta notaris merupakan akta autentik dan mempukgiilatan pembuktian
yang paling sempurna, karenanya pembebanan benugardgaminan fidusia
dituangkan dalam akta notaris yang merupakan gktainan fidusia (AJF). Dalam
Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut:

%8 Dalam praktik bentuk perjanjian fidusia disyaratkartulis, namun tidak perlu dilakukan
adanya penyerahan nyata. Selama ini bentuk pexafiflusia adalah bebas. Akan tetapi menurut
kebiasaan perjanjian fidusia lazim dibuat secaralte, yang dituangkan dalam akta fidusia, baik
dengan akta dibawah tangan maupun autentik, tér&egada penentuan dari para pihak. Di Belanda
dalam Praktik perbankan perjanjian fidusia lazinuaiuskan dalam model-model tertentu. Demikian
pula di Indonesia, perjanjian fidusia lazim dibalh bank pemerintah maupun swasta dalam bentuk
aka perjanjian bank (akta perjanjian fidusia) dearduskan dalam formulir-formulir tertentu. Sering
juga perjanjian fidusia dituangkan dalam akta nesarmengenai kredit dalam jumlah besar, di mana
bank merasa lebih aman demi kekuatan pembuktiag yitnangkan dalam akta NotarigSri
Soedewi M ag choen Sofwan, 1977, 28).

%9 . Satriopp.cit.,hal. 200.

89, Satriojbid.
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"bahwa suatu akta autentik memberikan suatu b@ktgysempurna tentang apa
yang dimuat di dalamnya diantara para pihak bessrtawarisnya ataupun
orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka spikggantinya”.

Atas dasar itulah UUJF "mengharuskan” atau "mevkajitt pembebanan
benda yang dijamin dengan Jaminan Fidusia dilakulangan akta notaris.
Dipilihnya bentuk notariil, biasanya dimaksudkaraiagntuk suatu tindakan yang
membawa akibat hukum yang sangat luas agar paa# pnlindungi dari tindakan
yang gegabah dan dari kekeliruan, karena seoratagisidbiasanya juga bertindak
sebagai penasehat hukum bagi kedua belah pihak ndglalui nasehatnya
diharapkan agar para pihak sadar akan akibat hukang bisa muncul dari
tindakan mereka dan disamping itu adanya kewaji@aris untuk membacakan
isi aktanya sebelum para pihak menandatanganiyakig bersangkutan, bisa juga
berfungsi sebagai perlindungan akan tindakan semotdlan gegab&h

Ketentuan yang terdapat dalam aka notaris mengeeganjian fidusia
berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU N@@ofahun 2004 tentang
Jabatan Notaris. Akta jaminan fidusia yang dibueh motaris tersebut, disyaratkan
("harus”) ditulis dalam bahasa Indonesia, padalke#ériktuan Pasal 43 ayat (4) UU
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mekapekemungkinan akta
notaris dibuat dalam bahasa lain yang dipahamidearis dan saksi apabila pihak
yang berkepentingan menghendaki sepanjang undataygntidak menentukan
lain.

Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 5 ayats (1) UUdisebut, tertutup
kemungkinan pembebanan benda dengan jaminan ficiibizat dengan Akta
Pejabat yang ditunjuk atau akta di bawah tanganbdrarti bahwa Akta Jaminan
Fidusia harus dibuat oleh seorang notaris. Paddiketahui tidak semua daerah
terdapat notaris dan yang memanfaatkan lembagganakan fidusia umumnya
ekonomi lemah. Oleh karena itu, jika pembebanarddeatengan jaminan fidusia
diwajibkan melalui akta notaris, hal ini akan meiaim biaya dan kemungkinan

memperlambat proses pembebanan fidusia itu jikermgieit obyek fidusia tidak

613, Satriojbid.
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terdapat notaris. Untuk itulah ketentuan pembebdesaoaa dengan jaminan fidusia
yang mewajibkan dengan akta notaris, hendaknyajaliti kembali, setidaknya
pembebanan fidusinya dapat juga dilakukan melakiaAejabat Yang Ditunjuk,
di mana di daerah tempat obyek fidusia tidak testlaptaris, atau pembebanannya
dengan akta di bawah tangan saja bagi utang (kredihpai dengan jumlah

tertent§?.

3.2. Is AktaJaminan Fidusia
Dalam Pasal 6 UUJF ditentukan isi minium Akta Janifidusia dalam

rangka memenuhi asas spesialitas, yaitu:

"Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalasal> sekurang-kurangnya
memua: (a) identitas pihak Pemberi dan Penerimaskdd(b) data perjanjian pokok
yang dijamin fidusia, (c) uraian mengenai bendagyamenjadi obyek jaminan

fidusia, nilai penjaminan, dan (d) nilai benda yangenjadi objek jaminan
fidusia™®.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 6 WddHPenjelasannya
dapat disimpulkan bahwa hal-hal pokok atau muataninmm yang wajib
dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia adalah sebaerikut: (a). ldentitas
Pemberi dan Penerima Fidusia; (b) Uraian data meéja pokok; (c) Nilai
penjaminan; (d) Nilai obyek penjaminan; (e) Nomjam, hari, tanggal, bulan dan
tahun penjaminan. Berikut ini akan dibahas lebiitirmengenai muatan minimum
Akta Jaminan Fidusia tersebut.

a. Identitas Pemberi dan Penerima Fidusia
Memang dalam suatu akta autentik harus disebutt@andicantumkan secara
jelas dan lengkap mengenai identitas para penghddafatau orang yang
mereka wakili serta keterangan mengenai kedudulatntak penghadap.
Persyaratan tersebut diatur dalam ketentuan P8say& (3) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "Ba#tmmraemuat: nama

2 Rahman Usmamp.cit. hal. 191.

®3emudian dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUJbutkan "Dalam akata jaminan
fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal jugamtumkan mengenai waktu (jam) pembuatan
akta tersebut”.
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lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegarg&kerjaan, jabatan,
kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atangoyang mereka
wakili” ®,

Sejalan dengan ketentuan di atas, identitas Penfbidusia dan Penerima
Fidusia juga harus dicantumkan secara jelas dagkégndalam Akta Jaminan
Fidusi. Dalam Penjelasan Pasal 6 sub a UUJF dikgata

"Yang dimaksud dengan "identitas” dalam Pasal uélah meliputi nama lengkap, agama,

tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat @damgggl lahir, jenis kelamin, status
perkawinan, dan pekerjaan”.

Jadi identitas Pemberi Fidusia dan Penerima Fiduasgiputi: (a) nama

lengkap, yang meliputi nama kecil dan nama keturaga/keluarga/marga, (b)
agama, (c) tempat tinggal atau tempat kedudukam badan hukum, (d)

tempat dan tanggal lahir (usia), (e) jenis kelarfinstatus perkawinan, dan (g)
pekerjaan.

Penyebutan bukti “identitas” diri yang disodorkaepkda notaris yang
bersangkutan, seperti KTP, paspor atau SIM, separig sering kita temui

dalam akta-akta notaris, memberikan tambahan irdsrmdentitas para

penghadap, karena nama-nama Indonesia banyak yaya terdiri atas satu
nama saja, tanpa nama keluarga/famili dan nama-naraag Indonesia

banyak sekali yang sama. Untuk menghindari kesalathan kekacauan

mengenai identitas pemegang hak, Kantor Pertanafm@ampunyai kiatnya

sendiri, dengan cara, kalau mendaftarkan suatu dtak tanah atas nama
subjek tertentu, selain menyebutkan nama pemegakgjliga menyebutkan

tanggal lahir pemegang hak yang bersangkutan sebaga disebutkan dalam
KTP. Ini merupakan cara yang praktis dan bermanfeitk membedakan

antara pemegang hak yang satu dari yang lain, kabgtulan mempunyai

nama yang sama. Di sampin dimaksud untuk mengidentdiri yang

% pasal 38 ayat (3) huruf a UU No. 30 Tahun 200tatenJabatan Notaris.
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bersangkutan, pencantuman tempat dan tanggal daém Akta Jaminan
Fidusia, bisa juga untuk mengontrol kecakapan mdatk yang bersangkut&n
Data Perjanjian Pokok

Dalam penjelasan Pasal 6 sub b UUJF disebutkan dalmaian mengenai
"data perjanjian pokok” adalah mengenai macam pgaja dan utang yang
dijamin dengan fidusia. Di dalam praktek penjamjnaabagaimana biasa
dibuat dihadapan Notaris/PPAT, maka dalam akta apeinan hanya
disebutkan judul hubungan hukum pokoknya saja, Imjaaperjanjian kredit,
pengakuan utang.

Uraian Benda Jaminan

Penjelasan Pasal 6 sub ¢ UUJF menyatakan bahwanumangenai benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukadengan
mengindentifikasikan benda tersebut dan dijelask@ngenai surat bukti
kepemilikannya. Adapun dalam hal benda yang membgik jaminan fidusia
merupakan benda dalam persediaaveptory yang selalu berubah-ubah
dan/atau tidak tetap, seperti persediaan bahan bakang jadi, atau portofolio
perusahaan efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusiantdimkan uraian
mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut

Ini berarti bahwa penyebutan uraian benda jamindakt harus serinci
mungkin, namun cukup dengan hanya menyebutkan jebjek Jaminan
Fidusia dan bukti hak kepemilikan atas objek Jamiridusia tersebut. Namun
mengingat, pada umumnya objek Jaminan Fidusia end&d bergerak yang
tidak terdaftar, tidak dimungkinkan adanya penyabuiukti hak kepemilikan
atas benda bergerak yang tidak terdaftar tersdbtitecuali kalau benda
bergerak tersebut merupakan benda bergerak yahajtter

Kiranya kita bisa sepakat bahwa benda-benda bdrga@da umumnya bukan
merupakan benda atas nama, sehingga tidak ada /darata bukti
kepemilikannya. Bukti kepemilikan hanya bisa dikan oleh pemilik benda

terdaftar saja. Kemungkinannya bahwa syarat pengabioukti kepemilikan

8. Satriopp.cit,2002a., hal, 205.
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atas benda jaminan tersebut memang hanya tertypadke benda-benda
fidusianya kebetulan benda terdaftar, seperti mataill sepeda motor sebagai
"bukti kepemilikan®®,

Nilai Jaminan

Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yalegakkan atas benda
jaminan. Syarat ini mempunyai kaitan dengan sit jaminan sebagai hak
yang mendahului atau hak preferen. Penyebutan péajaminan tersebut
diperlukan untuk menentukan sampai seberapa kre@enerima fidusia)
"maksimal” preferen dalam mengambil pelunasan htessl penjualan benda
Jaminan Fidusia. Karena fidusia bersiaicessoir, kata "maksimal” perlu
diperhatikan, sehingga besarnya "tagihan” ditentukaleh perikatan
pokoknya. Besarnya beban jaminan ditentukan berk@sabesarnya beban
yang dipasang nilai jaminannya, tetapi hak pref@rga dibatasi oleh
besarnya (sisa) utang yang dijafin

Dari hubungan hukum pokoknya, kita mengetahui ateanghitung berapa
pada suatu saat, besarnya utang debitur melipaik, dtang pokok, bunga,
denda, sedang dari akta penjaminan, melalui pemgehluilai jaminan yang
ada di dalamnya, kita tahu, sampai seberapa basagsaduruh tagihan kreditor
didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasékeki benda jaminan
fidusia. Kata "maksimal” berarti bahwa jumlah "nilmminan” itu jumlah
yang sebesar-besarnya kreditor adgtmbferen sekalipun tagihan kreditor
mungkin lebih dari itu. Akan tetapi, sesuai dengafat accessoir dari
perjanjian penjaminan, kalau utang debitur ...nuelahgsuran---telah menjadi
lebih kecil dari "nilai penjaminan”, maka preferengeditor juga hanya
tinggal sebesar sisa itu saja. Kalau debitur medd wanprestasi, utangnya
termasuk bunga dan denda---tinggal Y2 (setengah)utang semula, maka
kreditor juga hanya bisa preferen sampai sejumiah saja, sekalipun
fidusianya dipasang dengan nilai penjaminan lelah du. Di lain pihak,

€ J. Satriopp.cit,2002a., hal, 207.
7). Satrioop.cit,2002a., hal, 210.
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kalau kreditor memasang jaminan fidusia dengan yéag kurang dari utang
debitur, maka kreditor maksimal hanya preferen sangejumlah yang ia
pasang saf4

Nilai Benda Jaminan

Syarat penyebutan nilai benda jaminan merupakarmasyang baru dalam
hukum jaminan. Pada jaminan hipotik, hak tanggungaupun gadai, tidak
disyaratkan penyebutan nilai objek jaminan. Kitasabimenduga bahwa
mungkin penyebutan nilai benda jaminan sangat pgrsehingga disyaratkan
pula bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia harus dicakém mengenai nilai

benda yang dijaminkan dengan Jaminan Fidusia ters&basalahnya siapa
yang menentukan nilai objek jaminan dan apa koreskuhukumnya, tidak
diatur lebih lanjut dalam UUJF. Namun kita dapatnchgga bahwa yang
mencantumkan besarnya nilai benda jaminan terseliaiah kreditor

(Penerima Fidusia) sendiri, karena yang berkewajibatuk mendaftarkan
jaminan fidusia itu adalah Penerima Fidusia, kuatsa wakilnya, sehingga
dapat dipastikan kalau yang menentukan nilai obgkinan Fidusia itu adalah
Kreditor. Di sini tidak diketahui berdasarkan aen diari siapa penilaian objek
jaminan fidusia itu datang. Juga tidak diketahua &anksinya bila ternyata

terjadi kekeliruan dalam penilaian objek JaminaiuBia tersebf.

Nomor, Jam, Hari dan Tanggal Akta Jaminan Fidusia

Persyaratan pencantuman waktu pembuatan disebddtam penjelasan pada
Pasal 5 ayat (1) UUJF, yang menyatakan bahwa dakienJaminan Fidusia
selain dicantumkan hari dan tanggal juga dicantumrkangenai waktu (jam)
pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut. Sesuajadeketentuan dalam
Pasal 38 ayat (2) UU No. 30 tahun 2004, suatu Aldtaris harus memuat,
selain judul akta, juga nomor akta, jam, hari, galgbulan, tahun pembuatan
dan penandatanganan akta notariil serta nama Ipraga tempat kedudukan

88 3. Satriojbid., 2002a.
89 3. Satriojbid., 2002a. 213.
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notaris yang bersangkutan. Berhubung akta jamildasi adalah akta notariil
dengan sendirinya juga harus memuat atau menyebutiengenai hal-hal
berikut: (a). Judul akta jaminan fidusia, (b), Namdd&ta Jaminan Fidusia, (c),
Jam atau waktu pembuatan dan penandatangan aktejafrdusia, (d), hari,
tanggal, bulan dan tahun pembuatan dan penandatmgakta jaminan
fidusia, dan (f) nama lengkap dan tempat keduduk®aris yang
bersangkutan.
Pencantuman waktu pembuatan akta jaminan fidusiguba adanya fidusia
ulang atau fidusia pararel, walaupun sebenarngaadify dilakukan pembuatan
fidusia ulang atau fidusia pararel tersebut. Dimngksin dengan pencantuman
jam tersebut jika terdapat dan ternyata penerighasia lebih dari satu dalam
hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya, mata yang lebih dahulu
dibuat mendapatkan prioritas terlebih daffil(Martin Rustamy, 2002: 8-9).

g. Janji-Janiji
Seperti halnya dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 yanggatm mengenai hak
tanggungan, sebaiknya ketentuan dalam Pasal 6 UklJmengatur pula
mengenai “janji-janji” yang dapat dicanumkan dal&kta Jaminan Fidusia
yang bersangkutan. Dengan kata lain, selain haydmad wajib dimuat dalam
akta jaminan fidusia, juga dicantumkan ketentuamgeeai janji-janji yang
dapat dimuat dalam akta jaminan fidusia.
Ketentuan dalam Pasal 6 UUJF hanya mengatur haldred minimal, yang
wajib dimuat atau dicantumkan di dalam akta jamjreedangkan mengenai
janji-janji yang dapat dicantumkan di dalam aktaijgan fidusia tidak diatur.
Ini mengandung pengertian, bahwa pemberi fidustapeaerima fidusia dapat
mencantumkan hal-hal lainnya, sepanjang hal-haldanaksud diperjanjikan
antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dafi-jami tersebut tidak

bertentangan dengan UUJF.

0 Martin Rustamy, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebemddusia (Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 2002), hal., 8-9.
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Dengan demikian dalam Akta Jaminan Fidusia dapatdseantumkan hal-hal
lain, selain hal-hal yang "harus” atau "wajib” ditamkan sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 6 UUJF.

3.3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

3.3.1. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia segaknan penjajahan
belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahirydaisprudensi, yang berasal
dari zaman Romawi. Bentuk jaminan itu digunakanaseduas dalam transaksi
pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya dignggderhana, mudah dan
cepat, baik oleh Pihak Pemberi Fidusia maupun BleBk Penerima Fidusia, tetapi
tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena padgitu, jaminan fidusia tidak
perlu didaftarkan pada suatu lembaga pendaftanamgen fidusia. Di satu pihak
Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi par&k giaag menggunakannya,
terutama pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fdomingkin saja menjaminkan
lagi benda yang telah dibebani dengan fidusia kepgihak lain tanpa
sepengetahuan Penerima Fidusia yang pertama. iHhiaongkinkan karena belum
ada pengaturan mengenai jaminan fidusia.

Ketidakadaan jaminan pendaftaran tersebut sangagatian dalam praktek
sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hd&omman Fidusia. Sebab di
samping menimbulkan ketidakpastian hukum, abserkemajiban pendaftaran
jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan falusilak memenuhi unsur
publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapanimbulkan hal-hal yang tidak
sehat’!

Atas pertimbangan itulah, di dalam UUJF diatur daegt kewajiban
pendaftaran Jaminan Fidusia agar memberikan kepalstikum kepada para pihak
yang berkepentingan dan perlu diingat pendaftaaamnan fidusia ini memberikan
hal yang didahulukan (preferen) kepada Penerimaskadterhadap kreditor lainnya.
Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada piekberi Fidusia untuk tetap

" Munir FuadyJaminan FidusiaBandung: Citra Aditya, 2000, hal. 29.
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menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusexdasarkan kepercayaan,
diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalamRUieikebut dapat memberikan
jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak) yaampunyai kepentingan
terhadap benda tersebut

Dengan demikian pendaftaran fidusia ini dimaksudkatuk memberikan
kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi Penfhdrisia, apalagi bagi Penerima
Fidusia, sehingga dapat memberikan perlindunganurmukerhadap kreditor
(penerima fidusia) dan pihak ketiga yang lainnya&tidaknya dengan adanya
pendaftaran jaminan fidusia dimaksud, akan lebimjamin hak preferensi dari
kreditor terhadap kreditor lainnya atas hasil pal@n benda objek Jaminan Fidusia
yang bersangkutan. Selain itu, pendaftaran jamifidasia menentukan pula
kelahiran hak preferensi kreditor (penerima fidushai dikarenakan jaminan fidusia
memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk meraguasndak yang menjadi
objek jaminan fidusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maksud damntusistem
pendaftaran fidusia adalah untuk: (a). Memberikapastian hukum kepada para
pihak yang berkepentingan terutama terhadap kretito mengenai benda yang
telah dibebankan dengan jaminan fidusia, (b) me{ahiikatan jaminan fidusia bagi
kreditor (penerima fidusia); (c). Memberikan hakngadidahulukan(preferen)
kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kredamnya, berhubung pemberi
fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objekngn fidusia berdasarkan

kepercayaan, (d). memenuhi asas publisitas.

3.3.2. Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia

Bertalian dengan kewajiban pendaftaran jaminansfal dalam Pasal 11
ayat (1) UUJF dinyatakan bahwa benda yang dibelemgan jaminan fidusia wajib
didaftarkan. Adapun dalam penjelasan atas PasdUWlF dinyatakan sebagai
berikut:

2 Munir Fuadyi,ibid.
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"Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminarsigidilaksanakan di
tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftaranmg@cakup benda
baik yang berada di dalam maupun di luar wilayalyane Republik
Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligaeupakan jaminan
kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai beradey telah dibebani
Jaminan Fidusia”.

Dari ketentuan Pasal 11 UUJF dapat diketahui yaaggpvdidaftarkan oleh
Penerima Fidusia itu "benda” yang dibebani dengamidan Fidusia, yang
pendaftaran bendanya mencakup benda, baik bendpbgrada di dalam wilayah
negara Republik Indonesia maupun benda yang betadizar negara Republik
Indonesia. Dengan kata lain, berdasarkan keterfaaal 11 UUJF ini, yang wajib
untuk didaftarkan itu adalah "benda” objek JamifRatusia.

Sementara itu ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUJF atskgn bahwa
"pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksuahtd Pasal 11 ayat (1) UUJF
dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia’. Setagp pada Pasal 13 ayat (1)
UUJF dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran jamfidasia dilakukan oleh
penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan met&anppernyataan pendaftaran
jaminan fidusia.

Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) malketentuan dalam Pasal
13 ayat (1) UUJF dapat dibaca, bahwa yang wajilaftickan itu "ikatan jaminan
fidusia”, atau bisa dibaca pula, yang wajib diddf@m meliputi "benda” yang
dibebani dengan jaminan fidusia dan sekaligus jligatan” Jaminan Fidusia,
bahkan dapat meliputi janji-janjinya. Pasal-pasaiikutnya, yaitu Pasal 14 UUJF
menunjukkan bahwa yang wajib didaftarkan itu adéikditan” jaminan fidusia dan
karenanya produk yang diterbitkan Kantor PendaftaFadusia itu dinamakan
dengan "Sertipikat Jaminan Fidusia”, bukan "Sek@piBenda Jaminan Fidusia”.

Pendaftaran "benda” tidak sama dengan pendaftakatah jaminan”. Untuk
masing-masing pendaftaran ada aturannya tersem@ifau orang mendaftarkan
"benda”, tidak dengan sendirinya benda itu menjadikat jaminan, sebaliknya,
selama ini tidak ada pendaftaran ikatan jaminas aenda yang tidak terdaftar,

paling tidak dengan pendaftaran benda yang bers#agksekaligus didaftarkan
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ikatan jaminannya. Akan tetapi, kalau memang yanignaksud dengan
"pendaftaran” itu adalah pendaftaran benda yangdngkutan sekaligus didaftarkan
jaminannya, mestinya benda jaminan didaftarkas atama Pemberi Jaminan,
kemudian dicatat hak kreditor berdasarkan ikatamijannya. Hak kreditor
berdasarkan ikatan jaminan dengan itu menjadi fiardd

Bagaimana setelah ada "penyerahan hak milik” kepeadditor, apakah
benda tersebut lalu dibalik nama ke atas nama thredhpabila demikian, pada
akhir penjaminan, benda itu harus diserahkan kepadaberi Jaminan, dengan cara
penyerahan benda terdaftar, dan selanjutnya mebgoia terdaftar atas nama
Pemberi Jaminan. Untuk selanjutnya, apakah bendanénjadi benda terdaftar,
karena dalam sistem hukum Indonesia tidak ada [@naia benda untuk sementara.
Kalau selama penjaminan benda tersebut tetap didaths nhama Pemberi Jaminan
dan kreditor hanya mendaftarkan ikatan jaminanmja, $alu dimana "hak milik”
kreditor berdasarkan penyerahan hak milik secangercayaan itu. Bukankah
kekuatan posisi kreditor sebagaimana diakui dalamsgrudensi dan disebutkan
dalam akta-akta penjaminan fidusia, justru ada paetegakuan, bahwa kreditor,
selama perikatan pokoknya belum dilunasi adalahlpebenda jaminan, walaupun
mungkin dibatasi atau bersyarat.

Pada prinsipnya, baik pendaftaran suatu benda @atasymtu ikatan jaminan
dimaksudkan untuk melindungi hak kepemilikan bemdau pemegang jaminan
yang bersangkutan terhadap pihak ketiga yang mendmmda jaminan, agar pihak
ketiga tidak dapat mengemukakan haknya atas beadg terdaftar atau dasar
etikad baik. Pendaftaran ikatan jaminan fidusiaubeampak manfaatnya, kalau
benda jaminan fidusia merupakan benda terdaftatanbaial bendanya bukan
merupakan benda terdaftar, hak kreditor berdasarkatan jaminan yang
didaftarkan, tidak banyak artinya, karena pihakigeetyang mengoper atau
menerima benda dalam gadai, dapat dan memangypdtit mengemukakan itikad
baik.

3 Werda,Jaminan FidusiaJakarta: Rajawali Press, 2003, hal. 29-30.
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Di negeri Belanda, ketika orang-orang sibuk mempsatahkan pendaftaran
fidusia, orang sudah mengingatkan mengenai kelemkél@mahan yang ada,
antara lain; dikwatirkan para debitur akan keberad@ngan pendaftaran ikatan
jaminan, karena utang debitor akan terbuka lebdanya liku-liku administrasi
pendaftaran yang menghambat kelancaran dan memalkaya hanya dan
disangsikan dan malahan bisa diduga, bahwa tidak-adpaling tidak jarang ada —
calon kreditor yang peduli untuk menengok regigtemdaftaran, sebelum menutup
ikatan jaminan, apalagi kalau benda jaminan, sepada beberapa bank-bank kecil
tertentu nilainya tidak cukup be$ar

Kiranya sama sekali tidak praktis, bahwa untuk kredng kecil, yang
dijamin dengan fidusia, untuk mendaftarkan ikatamipan yang bersangkutan,
karena sampai sekarang, keberadaan kantor peragtaftersih terbatas di kota besar
saja. Pelaksanaan pendaftaran baru memadai, kewdal kredit dan benda jaminan
mempunyai nilai yang besar. Setidaknya untuk seananhi, lembaga pendaftaran,
yang disediakan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusmaya bermanfaat bagi
kredit besar dan benda jaminan terdaftar yang maeggounilai besar saja.

Salah satu ciri jaminan utang yang modern itu,eleghinya unsur publisitas.
Semakin terpublikasi jaminan utang, akan semakilk, b@ehingga kreditor atau
khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akgek mengetahui informasi-
informasi penting disekitar jaminan utang tersebAsas publikasi itu menjadi
semakin penting terhadap jaminan utang yang fakek jaminannya tidak
diserahkan kepada kreditor. Oleh karena itu, kéaajipendaftaran jaminan fidusia
merupakan salah satu perwujudan dari asas publigiiag sangat penting. Dengan
pendaftaran, diharapkan agar pihak debitor, teratgang nakal, tidak dapat lagi
mengibuli kreditor atau calon kreditor dengan mediakan sekali lagi atau
bahkan menjual barang objek jaminan fidusia tampesgetahuan kreditor asal.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2)F didn dihubungkan
dengan penjelasan atas pasal 11 UUJF bahwa kewgédralaftaran benda jaminan

" \Werda,ibid. hal. 23.
™Werda,ibid. hal. 23.
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fidusia dimaksud juga berlaku terhadap benda Jamidusia yang berada diluar
negeri sekalipun. Oleh karena itu, pendaftaran &¢ahinan fidusia yang ada diluar

negeri dilakukan menurut ketentuan dalam pasaltpddar.
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BAB IV
PROSES PENCORETAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK

4.1. Pengalihan Hak atas piutang pada Jaminan Fidusia

Menurut Hukum Perdata, bahwa peralihan hak atasu spi@atang yang
timbul dari suatu perikatan, dapat terjadi kareeasie, subrogasataupun sebab
lainnya. Karena pemberian jaminan fidusia bersifatessoirpada piutang tertentu
yang dijaminnya, dengan sendirinya peralihan ataogalihan jaminan fidusia
kepada Penerima Fidusia yang baru juga akan mdngéaalihan piutang yang
dijamin dengan jaminan fidusianya.

Mengenai pengalihan hak atas piutang pada jamimdusid, ketentuan
dalam Pasal 19 UUJF menentukan sebagai berikutP€hgalihan hak atas piutang
yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan berghhshemi hukum segala hak dan
kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.B2ralihnya Jaminan Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkanlokditor baru kepada Kantor
Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 19 aydtJdF ini, secara hukum
segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia beraling dengan pengalihan hak
atas piutang yang dijamin dengan fidusia tersebptfla kreditor baru, orang yang
menerima pengalihan hak atas piutang tersebut.

Kata "Pengalihan hak atas piutang” dalam ketenRasal 19 ayat (1) UUJF
menjelaskan kepada kita bahwa tindakan "mengalihkarupakan tindakan aktif
dan memang dikehendaki. Karena pada dasarnya gsaginoan memang bisa
dialihkan kepada orang laffi.

Menurut penjelasan atas Pasal 19 UUJF ini, bahwaagidan hak atas
piutang” dimaksud, dikenal dengan istilakssie,yaitu pengalihan piutang yang
dilakukan dengan akta autentik atau akta di bavaalgan. Dari bunyi ketentuan
Pasal 19 ayat (2) UUJF beserta penjelasannya, nidanjpula kepada kreditor

6 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaanskid(Bandung: Citra Aditya
Bhakti, 2002A), hal., 274.
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baru untuk mendaftarkan beralihnya jaminan fidutsikepada Kantor Pendaftaran
Fidusia dan memberitahukan hal itu kepada Pembdtsk. Ini berarti kreditor
baru, selain berkewajiban untuk melaporkan dan refankian telah terjadi peralihan
hak atas piutang, juga melaporkan telah terjadalipem jaminan fidusia dari
kreditor lama ke kreditor baru. Karenanya untulotap dan permohonan perubahan
daftar, kerja sama kreditor lama maupun debitoaktidiperlukan. Sudah tentu
kreditor baru harus bisa menyodorkan bukti yang yakimkan pejabat pendaftar
fidusia, bahwa perjanjian pokok atau perjanjianinag, yang dijamin dengan
fidusia yang bersangkutan, memang telah beraliadereditor bard’

Karena beralihnya jaminan fidusia itu terjadi sacAukum, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan dengan membuat Akta Jamif&fusia baru. Pendaftaran
beralihnya jaminan fidusia ini cukup dilakukan esdrkan alat yang membuktikan
telah beralihnya hak atas piutang yang dijamin dagaeditor baru.

Kita perlu waspada, bahwa di sini ada dua peralihaitu, pertama,
peralihan "tagihan” dan kedua peralihan “jaminaldal ini berbeda dengan gadai,
hipotik dan hak tanggungan, di mana dengan beraifperjanjian pokok, dari
kreditor lama kepada kreditor baru, maka otomaéislih kepada kreditor baru.
Pada gadai, hipotik, dan hak tanggungan tidak tiddla masalah mengenai
"peralihan hak milik”. Adapun pada fidusia ada maka’peralihan hak milik”
karena fidusiaaccessoirpada perikatan pokoknya. Konsekuensi logisnya, "hak
milik” atas benda jaminan fidusia beralih dari ktedlama kepada kreditor baru,
padahal tidak ada penyerahan hak milik dari kredama kepada kreditor baru.
Artinya kita sekarang mengenal satu lagi cara miérigan hak milik, yaitu bisa
tanpa penyerahan. Hal ini logis, namun sebaiknyeditar diminta pernyataan

secara tegas, bahwa ia mengalihkan "hak miliknyas Aenda jaminan fidusfa.

7 3. Satriojbid.hal. 274.
8 3. Satriojbid.hal. 276-277.
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4.2. Pengalihan Benda Objek Jaminan Fidusia
Dalam Pasal 23 ayat (1) UUJF diatur kemungkinargaiman benda atau
hasil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.pAsebunyi ketentuan Pasal 23
ayat (1) UUJF adalah sebagai berikut:

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dudadkalam Pasal 21,

apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi REidiagat menggunakan,
menggabungkan, mencampur atau mengalihkan bendaadd benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia atas piutang, maksepguan tersebut tidak
berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jamidaisi&.

Pada prinsipnya Pemberi Jaminan Fidusia tidak meggpukewenangan
untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang wlieafgek jaminan fidusia,
karena telah terjadi penyerahan hak milik secapeicayaan atas benda atau hasil
benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari aebjpemberi fidusia) kepada
kreditor (penerima fidusia), sehingga debitor (pemididusia) berkedudukan
sebagai peminjam pakai atau peminjam penggantibegada yang menjadi objek
jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkaacara kepercayaan darinya
kepada kreditor (penerima fidusia).

Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam P&salyat (1) UUJF,
maka sepanjang terdapat "kesepakatan” atau “pg@uwsetu di antara pemberi
fidusia dan penerima fidusia, maka pemberi fidusésih mempunyai kewenangan
untuk dapat:

a. Menggunakan benda atau hasil dari benda objek gnfidusia;

b. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari bendek glaminan

fidusia;

c. Mencampur benda atau hasil benda yang menjadi gdnpekan fidusia;

d. Mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadkgaminan fidusia;

e. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atasupg;

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) UUJF merupakéenken bersyarat,

yakni syarat adanya sepakat atau setuju, bahwa eerfidusia dapat

mengalihkan benda atau hasil dari benda yang miesligek jaminan fidusia

terhadap pihak ketiga, yang telah dijaminkan sefidtsia kepada Kreditor
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(penerima fidusia). Atau lebih dari itu, menyetujoara dan bentuk
penyelesaian penagihan yang terbaik, yang palinggomungkan yang
masih bisa dicap&t
4.3. Hapusnya Jaminan Fidusia
Ketentuan mengenai atas dasar apa saja suatu fanficasia hapus
diberikan oleh Pasal 25 UUJF, yang mengatakan balamsinan fidusia hapus
karena hapusnya hutang yang dijamin dengan fidiesiakarena adanya pelepasan
hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yasmgadi objek jaminan
fidusig®. Di bawah ini unsur-unsur tersebut dalam Pasahlkan diuraikan lebih
jelas;
a. Hapusnya perikatan pokok
Bahwa jaminan fidusia berakhir karena hutang yajegnih dengan fidusia
hapus. Adalah suatu konsekwensi logis dari sifatipan fidusia sebagai
perjanjian yang bersifatccessoir. Kata “hutang” di sini harus sesuai dengan
Pasal sub 7 UUJF, yang pada asasnya dapat bergiagprapa saja—sesuai
dengan Pasal 1234 KUHPerdata---asal dinyatakan dagat dinyatakan
dalam sejumlah uang. Jadi kalau kewajiban prestasdalam perikatan
pokok hapus, maka jaminan fidusia yang diberikartukinmenjamin
kewajiban tersebut, dengan sendirinya (demi huktur)t hapus. Karena
hapusnya terjadi demi hukum, maka pada asasnyaademgpusnya
perikatan pokok—fidusia itu hapus tanpa pemberidid harus berbuat apa-
apa, bahkan termasuk seandainya pemberi-fidusa& tmhu akan hapusnya
perikatan pokok tersebit
b. Pelepasan Hak Atas Jaminan Fidusia
Dasar yang kedua disebutkan pelepasan hak atamganfidusia oleh
penerima fidusia. Hak jaminan diberikan kepada iknecpenerima fidusia

yang memperjanjikan hak tersebut. Hak tersebutrittdoe untuk melindungi

79 J. Satriojbid.hal. 295.

8 pasal 25 ayat (1) UUJF.

8). Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaanskid§Bandung: Citra Aditya
Bhakti, 2005), hal., 302.
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kepentingan kreditor. Karena jaminan fidusia mernkia@r hak-hak tertentu
untuk kepentingan penerima fidusia, maka tersesgdadta si empunya hak
untuk mau menggunakannya atau tidak. Jadi benaalisddahwa yang
berhak untuk melepaskan hak jaminan fidusia ad&fahditur penerima-
fidusia.

Musnahnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia juga hapus dengan musnahnya besata ipenjadi objek
jaminan fidusia. Ketentuan ini adalah sejalan dangdasal 1444
KUHPerdata yang mengatakan bahwa jika barang tertgang menjadi
bahan perjanjian musnah, tidak lagi dapat dipendgkmn atau hilang,
sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketapakah barang itu
masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal bawangusnah atau hilang
diluar salahnya siberhutang dan sebelum ia lalaye@hkannya.

Kata “bahan” merupakan “objek”. Jadi kalau objekngaperjanjian itu
musnah, tak dapat diperdagangkan lagi atau hilangka hapuslah
perikatannya. Kalau diterapkan ke dalam perjanjgamberian jaminan
fidusia, maka kalau objek perjanjian fidusia itu snah, maka objek
perjanjian pemberian fidusia itu dengan sendirimgnjadi hapus. Ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1c) UUJF terselasasl Ketentuan Pasal
1444 KUHPerdaf! ternyata lebih luas jangkauannya, karena perikidak
hanya hapus, kalau objeknya musnah, tetapi jugaukabjeknya hilang atau
tidak dapat diperdagangkan lagi. Dengan melihagkanan Pasal 1444

8Dalam Pasal 1444 KUHPerdata disebutkan: Jika batartgntu yang menjadi bahan

perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangitay hilang, sedemikian hingga sama sekali tak
diketahui apakah barang itu ada, maka hapuslatkgteninya, asal barang itu musnah atau hilang
diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia latiyarahkannya. Bahkan meskipun si berutang lalai
menyerahkan sesuatu barang Sedangkan ia tidakrtedlabnggung terhadap kejadian-kejadian yang

tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akasnatusecara yang sama di tangan si berpiutang,

seandainya sudah diserahkan kepadanya. Si berdiamagbkkan membuktikan kejadian yang tak
terduga, yang dimajukan itu. Dengan cara bagaimandgarang yang telah dicuri, musnah atau
hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-sekalinniebaskan orang yang mencuri barang dari
kewajibannya untuk mengganti harganya.
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KUHPerdata yang lebih luas sebagaimana disebutagi &bih baik kalau
ketentuan Pasal 25 ayat (1¢) menunjuk saja pada pésé4 KUHPerdafd
Sekarang permasalahannya adalah apakah dengaradadegtuan Pasal 25
sub 1c tersebut, maka ketentuan Pasal 1444 KUHRetidak berlaku? Dari
bunyi pasal yang bersangkutan tidak ternyata balmaang-Undang
Fidusia hendak menyingkirkan ketentuan Pasal 144#Rerdata. Dengan
demikian, jaminan fidusia juga hapus. Kalau objekda jaminan fidusia
hilang. Kesemuanya dengan tidak mengurangi tangagwaly pemberi
fidusia, kalau hilang atau musnahnya objek jamiiidusia disebabkan oleh
salahnya pemberi fidusia.
Ada yang perlu mendapat perhatian khusus disinisiBi yang dimaksud
adalah bahwa jaminan fidusia yang hapus adalamgmnfidusia atas “benda
jaminan yang musnah” saja. Jadi kalau benda yangnaiu merupakan
bagian dari sekelompok benda jaminan fidusia, makik benda-benda
yang selebihnya---yang tidak musnah tetap berlBlalam peristiwa seperti
ini perlu diingat bahwa perjanjian pokoknya, untukna diberikan jaminan
fidusia, tetap utuh, sehingga tidak mengubah keklamiupemberi-fidusia
sebagai debitor, hanya saja si kreditor sekardtaau tagihannya hanya
dijamin dengan fidusia yang objeknya musnah---bduklekan sebagai
kreditor konkruen, dengan jaminan umum sebagai y§agjikan oleh Pasal
1131 KUHPerdat¥.

d. Klaim Asuransi
Ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUJF akan kedengamaggal kalau tidak
dihubungkan dengan Pasal 10 sub b UUJF bahwa nugadienda objek
jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuradsian sudah dengan
sendirinya, karena kalau benda yang bersangkutsuminsikan, maka hak

untuk mengklaim penggantian justru baru muncul,alkabenda objek

8 J. Satriojbid.hal. 303-304.

84segala kebendaan siebrutang, baik yang bergerafgunaidak bergerak, baik yang sudah
ada maupun yang baru aka n ada dikemudian hanjadietanggungan untuk segala perikatan
perseorangan (Pasal 1131 KUHPerdata).
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jaminan musnah oleh peristiwva untuk mana telahrtiipggungkan. Yang
dimaksud di sini adalah bahwa sekalipun jaminaansi@nhya hapus, tetapi
hak atas klaim asuransi sebagaimana disebutkamddaal 10 sub b UUJF
---atas dasar pergantian benda ---tetap ada paelditda;, ketentuan ini
ternyata hanya merupakan penegasan saja dari katerPPasal 1445
KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

" Jika barang yang terhutang di luar salahnya githeg musnah, tidak dapat
diperdagangkan lagi atau hilang, maka si berutpka,ia mempunyai hak-

hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenainzatarsebut, diwajibkan

memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan terselmgada orang yang
menghutangkan kepadanya”.

Lebih dari itu, ketententuan Pasal 1445 KUHPerdatggkauannya juga
lebih luas. Kalau ketentuan Pasal tersebut kitaptern pada perjanjian pemberian
jaminan fidusia, maka kalau atas musnah atau hilgndoenda objek jaminan
fidusia, pemberi fidusia mempunyai hak tuntut pemg@n ganti-rugi terhadap
pihak ketiga—ini jangkauannya luas, tidak hanyhddap perusahaan asuransi ---
maka pemberi fidusia harus menyerahkan hak turgpers itu kepada kreditor.
Bedanya dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUJ&hadahwa hak atas klaim itu
berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UUJF, sudah masakndgérjanjian pemberian
jaminan fidusia, sehingga tidak perlu ada penyerdiek tuntut seperti itu kepada
kreditur penerima fidusia. Dengan demikian, kalaerdbsarkan Pasal 1444
KUHPerdata --- pemberian perjanjian fidusia menjsapus atas dasar hilangnya
benda objek jaminan fidusia, dan pemberi fidusiammenyai hak untuk
mengajukan klaim atas hilangnya benda itu, makdiknepenerima fidusia dapat
menuntut penyerahan hak klaim itu berdasarkan |Rdg¥b KUHPerdata, karena
peristiwa seperti itu, tidak tercakup Pasal 15 2atUUJF, yang hanya berbicara
tentang klaim asuransi atas dasar "musnahnya” bangaan fidusia saja.

Pasal 25 ayat (3) UUJF merupakan konsekuensi labiat dari Pasal 16
UUJF, yaitu kewajiban penerima fidusia memberitamutentang hapusnya jaminan

fidusia yang telah didaftarkan, dengan melampigg@myataan mengenai hapusnya
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hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda-bendamenjadi objek jaminan
fidusia.

Di sini tampaknya hendak diatur semacam “roya” phgeotik atau hak
tanggungan. Pada waktu debitor melunasi semua dputartuk mana diberikan
jaminan fidusia, maka kreditur memberikan suratgyalitujukan kepada Kantor
Pendaftaran Fidusia (KPF) yang menyatakan bahwanbuiyang bersangkutan
sudah dilunasi. Karena jaminatcessoirpada perikatan pokoknya ---untuk mana
diberikan jaminan --- maka dengan pelunasan pamkabkoknya, jaminan sudah
dengan sendirinya hapus. Karenanya menjadi andhy kdikatakan “penerima
fidusia” memberitahukan kepada Kantor Pendaftar@uda mengenai hapusnya
jaminan fidusia”. Mestinya penerima fidusia meld@or telah lunasnya perikatan
yang dijamin dengan fidusia dan minta agar pendaitdusianya dicoret.

Pencoretan catatan di Kantor Pencatatan Fidusia padikatnya hanya
merupakan tindakan administratif saja. Demikiaragkdlau ada pelepasan hak atau
peristiva musnahnya benda jaminan fidusia yang hteldidaftarkan.
Permasalahannya adalah bahwa berdasarkan Pasgt23)aUUJF, yang ditunjuk
untuk memberitahukan adalah penerima fidusia, paEdadtelah tagihannya dilunasi,
atau objek jaminan musnah atau hilang, penerimasitd sudah tidak punya
kepentingan lagi dengan benda fidusia, apakah nesiaftar di KPF atau tidak.
Yang selanjutnya berkepentingan justru mantan penfidlusia. Bagaimana kalau
pemberi fidusia tidak peduli?

Untuk penghapusan ikatan jaminan berdasarkan psdanamemang
debitor/pemberi fidusia pada waktu hendak melursebaiknya mensyaratkan,
bahwa penerima fidusia memberikan surat sebagairyeamg dimaksud oleh Pasal
25 ayat (3) UUJF. Namun, bagaimana kalau hapusayan jaminan fidusia karena

dilepaskan haknya atau karena musnahnya bendagatiWalaupun pasal yang
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bersangkutan tidak dengan tegas mewajibkan penéiisingia ---pasal tersebut

perlu ditafsirkan sebagai ada mengandung kewagkaerti itu®®

4.4. Pencoretan Jaminan Fidusia di Bank

Tindak lanjut yang sehubungan dengan Pasal 25 btdrséi atas perlu
dilakukan adalah mencoret ikatan jaminan fidusia daku daftar yang ada di
Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam Pasal 26 UUJRtakan, bahwa hapusnya
jaminan fidusia ditindaklanjuti dengan pencoretatugia yang bersangkutan dari
daftar Kantor Pendaftaran Fidusia. Tentunya pemaoréu dilakukan atas dasar
laporan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Rasayat (3) UUJF.

Jadi pencoretan itu dilakukan atas dasar surat @etabuan dari penerima
fidusia, yang menyatakan bahwa perikatan untuk nthbarikan jaminan fidusia
telah dilunasi, dilepaskannya hak jaminan fidugeuamusnahnya benda jaminan
fidusia.

Yang menarik perhatian kita adalah bahwa sekalipertdasarkan Pasal 14
UUJF, dengan pendaftaran jaminan fidusia. KantorndBgaran Fidusia
mengeluarkan sertipikat jaminan fidusia, untuk peetan ikatan jaminan fidusia
dari buku daftar fidusia, tidak ada kewajiban untugngembalikan sertipikat fidusia
yang bersangkutan. Ini berlainan dengan hipotilekamenurut Pasal 29 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, untuk hapusnyatikiparus disampaikan surat
tanda bukti hapusnya hak-hak itu dan menurut sBRWN Nomor 630.1-2682
tertanggal 27 Juni 1990, karena yang menjadi tdnddi adanya hipotik adalah
sertipikat hipotik, maka untuk keperluan pencatataapusnya hipotik yang
bersangkutan di samping diserahkan sertipikat tadah surat tanda bukti

penghapusan hipotik harus diserahkan pula sertipigatik yang bersangkutéh

%Hal ini berlainan dengan ketentuan Pasal 22 ayat/tlang-Undang Hak Tanggungan,
dalam mana ditentukan, bahwa yang mengajukan pemmashpencoretan pencatatan hak tanggungan
pada buku hak atas tanah dan sertipikatnya adplbbBK yang berkepentingan”.

®Dimuat dalam Himpunan Peraturan Perundangan BPNarigid Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah, Jilid 2. Hal.181: selanjutnyacabasurat Dirjen Agraria Nomor
452/TU/Dpt/XI11/1980, tertanggal 27 Desember 19860 Bmmor 594/100/AGR, tertanggal 12 Januari
1988, dimuat dalam Himpunan Peraturan Perundadgahl.
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Mengenai hapusnya hak tanggungan, dalam Pasal iduRen Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa pendaftaramudmga hak tanggungan
dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Heilggungan Nomor 4
Tahun 1996. Dari Pasal 22 UU Nomor 4 Tahun 1996 H&pat menyimpulkan
bahwa pada asasnya untuk pencoretan hak tanggulaganaftar, sertipikat hak
tanggungan yang bersangkutan tidak harus dikendmalikarena sekalipun ayat (2)-
nya mengatakan bahwa dengan hapusnya hak tanggwegapikat hak tanggungan
ditarik kembali, tetapi menurut ayat (3)-nya, kalaernyata sertipikat hak
tanggungannya tidak dikembalikan, maka hal itu @lasannya cukup dicatat dalam
buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan.

Tanda bahwa sertipikat fidusia telah tidak berlédgi adalah diterbitkannya
surat keterangan ----tentunya dari Kantor Pendaitefidusia—bahwa sertipikat
jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak kediagi. Jadi terhadap sertipikat
jaminan fidusianya yang---mungkin---tetap dipegamjeh pemberi fidusia

mempunyai penangkal yang berupa surat keterangaKEB.

4.5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF telah mangalaksanaan eksekusi
atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaegyatakan sebagai berikut:
“apabila debitor atau Pemberi Fidusia cedera jaksekusi terhadap benda yang
menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dencgra:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dinthalam Pasal 15 ayat
(2) oleh Penerima Fidusia;

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidwg®s kekuasaan
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umumtasenengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berkiasakesepakatan
Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara d@mdapat diperoleh

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
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Dengan demikian UUJF telah mengatur cara atau mikan beberapa model
eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminarsiidilBerdasarkan ketentuan
dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF, dapat diketahui bedpeadila debitur atau pemberi
kuasa cendera janji, eksekusi terhadap benda yamgach objek jaminan fidusia
dapat dilakukan dengan cara; eksekusi berdasagkasse Sertipikat Jaminan
Fidusia atau Titel Eksekutorial (secdiat eksekusiyang terdapat dalam Sertipikat
Jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh penerima fajusksekusi berdasarkan
pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umleim penerima fidusia;
eksekusi secara penjualan di bawah tangan olehtdrgeemberi fidusia sendiri.
Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih lengkalpadvah ini:

a. Eksekusi berdasarka@nosseSertipikat Jaminan Fidusia

Perlu disepakati lebih dahulu, bahwa yang dinamak&sekusi adalah
melaksanakan suatu keputusan pengadilan atau Rktam Pasal 29 ayat (1a)
UUJF, yang dimaksud dengan titel eksekutorial seipagna disebut dalam Pasal 15
ayat (2) UUJF termasuk dalam kelompok pelaksanaatusakta. Tujuan daripada
eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajibamodebelalui hasil penjualan
benda-benda tertentu milik debitur atau pihak leefigmberi jaminan.

Kalau eksekusinya didasarkan atas Pasal 29 ayaU(l.dF, yaitu berdasarkan
titel eksekutorial sertipikat jaminan fidusia --ang berarti mempunyai kekuatan
sebagai suatu keputusan yang telah mempunyai lkeeksabagai suatu keputusan
yang telah mempunya kekuatan hukum tetap, makagsiaannya juga harus

mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusanagéag. Sebagaimana diatur
dalam Bagian Kelima Bab IX H.I.R tentang menjalangatusan hakift.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) H.leRliter harus mengajukan
permohonan kepada ketua Pengadilan, agar dilaksanaksekusi atas benda

jaminan berdasarkan titel eksekutoriual sertipjaatinan fidusia. Ketua Pengadilan

akan memanggil debitor/pemberi fidusia dan memakdan agar debitor (pemberi

8Di waktu yang lampaugrosse akta Notaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
rechsvordeninggang memang merupakan hukum formil pelaksanaaenken-ketentuan materiil
dalam KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 441 Rv Kregidng memegang keputusan atau akta yang
mengandung title eksekutorial dapat langsung memgigi dan minta juru sita untuk melaksanakan
penyitaan atas harta debitor. Media Notariat, No2627 Tahun VIII Januari — April 1997. Hal. 95.
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fidusia) memenuhi kewajibannya sebagaimana mestiSgdelah waktu tersebut
lampau dan debitor (pemberi fidusia) tetap tidakmmeuhi kewajibannya secara
sukarela, maka ketua Pengadilan akan memerintakk@ada juru sita untuk
menyita benda jaminan fidu&fa Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual
barang jaminan di muka umum (secara lelang) ataugah cara yang oleh Ketua

Pengadilan di anggap b&ik

b. Eksekusi berdasarkan Parate Eksekusi

Ketentuan Pasal 29 ayat (1b) UUJF merupakan pelaksadaripada Pasal 15
ayat (3) UUJF. Kalau kreditor melaksanakan ekseleidasarkan kekuasaan
sendiri, menjual benda objek jaminan, maka ia nsasla&kan itu berdasarkan parate
eksekusi dan dengan itu mengambil jalur yang laamipdda melaluigrosse.
Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pgagatiaupun juru sita kalau
dipenuhi syarat Pasal 29 ayat (1b) UUJF, kredits& kangsung menghubungi juru
lelang dan minta agar benda jaminan dilelang.

Yang penting untuk diingat adalah bahwa parateelael® selalu harus
dilaksanakan melalui suatu penjualan di muka umurau alelang. Karena
dilaksanakan tanpa melibatkan pihak Pengadilan ovayyru sita, maka kreditur
sudah tentu memikul resiko, bahwa ia melaksanalkémnya secara keliru, dengan
akibat, bahwa kreditur memikul risiko tuntutan gantgi dari pemberi fidusia.
Dalam prakteknya, belakangan ini jalur kreditor nganempunyai kewenangan
parate eksekusi, seperti kreditur yang memperjanjiga berdasarkan Pasal 1178
ayat (2) KUHPerdaf8 menempuh jalan eksekusi melalui lembaga tersesutabih

sering mengambil jalagrosse.

® pasal 197 H.L.R.

% pasal 200 H.I.R.

% pasal 1178 KUHPerdata: segala janji dengan marzergiutang diuasakan memiliki
benda yang diberikan dalam hipotik adalah batalmila diperkenankanlah kepa siberpiutang
hipotik pertama untuk, dengan tegas minta dipeanj bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi
semestinya, atau jika bunga yang terutang tidakydih ia secara mutlak akan dikuasakan menjual
persil yang diperikatkan di muka umum, untuk menigih pelunasan uang pokok, maupun bunga
serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Jargebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana
diatur pada Pasal 1211 KUHPerdata.
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Adanya keputusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pé#l@rtanggal 30
Januari 1986 dan ketentuan dalam Pedoman Pelaksdin@as dan Administrasi
Pengadilan yang mengatakan "untuk menjaga penyatetagn, maka penjualan
lelang juga berdasarkan Pasal 1178 KUHPerdatalusktau dapat dilaksanakan
setelah ada izin dari Ketua Pengadilan”, dapatgidiangat mempengaruhinya.

Diharapkan dengan adanya penegasan hak parataiskdalkam Pasal 15 ayat
(3) jo Pasal 29 ayat (1b) UUJF, untuk selanjutngiaksanaan parate eksekusi tidak
mendapat hambatan lagi dan yang penting lagi adb&iwa juru lelang tidak takut
lagi untuk memenuhi permintaan kreditor untuk ms#adakan lelang berdasarkan
kewenangan seperti itu.

Berlainan dengan Pasal 1155 KUHPerdata, dalam P2&aUUJF tidak
ditetapkan, bahwa penjualan lelang harus dilaksamakenurut kebiasaan setempat
dan dengan syarat yang lazim berlaku. Walaupun ldemi syarat-syarat yang
disebutkan dalam Pasal 1155 KUHPerdata adalahtsyarg patut untuk diterapkan
pula dalam peristiwa parate eksekusi fidusia.

Eksekusi melalui parate eksekusi juga mempunydatkyang lain daripada
eksekusi melalui perintah Ketua Pengadilan, vyaitahwa kreditur yang
melaksanakan eksekusi berdasarkan parate eksekidsik bisa menuntut
perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 200 HdRena ketentuan itu berada
pada Bab IX Bagian Kelima H.I.R di bawah judul Targ Menjalankan Putusan
Hakim.

c. Penjualan di Bawah Tangan

Ketentuan Pasal 29 ayat (1c) UUJF merupakan upaydpat undang-undang
untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam péaanpenjaminan fidusia
dengan sebaik-baiknya. Kiranya tidak semua baramgglnya; suatu tagihan atas
nama dapat dan lazim untuk dijual melalui suatarigl Di samping itu, penjualan
melalui lelang tidak selalu menjamin hasil yangimpl, karena orang yang
membeli melalui lelang biasanya berangkat dariraikibisa mendapat barang

dengan harga yang relatif lebih murah daripada longtembelian biasa.
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Di samping itu, kita perlu ingat bahwa keharusaghdUU, penjualan melalui
lelang dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu hgagg adil. Dengan perkataan
lain, untuk melindungi kepentingan pemberi fiduagar tidak terjadi suatu akal-
akalan harga oleh kreditur-ekskutan. Kalau ketentpanjualan di muka umum
merupakan suatu upaya perlindungan kepentingan ¢emjaminan, maka
terserahlah kepada pemberi jaminan untuk menggunia&ia perlindungan itu atau
tidak, atas dasar itu, ketentuan Pasal Pasal 20 (aga UUJF bisa kita terima,
apalagi di sana disertai dengan syarat pertamand@e sepakat pemberi dan
penerima fidusia ” dan Kedua: “jika dengan cara il&an dapat diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan para pihak”. Sudakutegarat itu harus ditafsirkan:
"dapat diharapkan memperoleh harga tertinggi..ldKatidak ada pihak yang
dirugikan, tetapi malahan diuntungkan, kiranya kiddasan bagi kita untuk tidak
menerimanya.

Perlu diingat bahwa sekalipun penjualan itu dilakukli bawah tangan, namun
penjualan berdasarkan Pasal 29 sub 1c tetap sk lmoerupakan penjulan suka-
rela karena inisiatif penjualan di sini tidak dagatari pemilik jaminan, tetapi dari
pihak kreditur™.

d. Penjualan di Pasar atau Bursa

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, adamyeajiban penjualan
eksekusi melalui suatu lelang di muka umum adalatiuku memberikan
perlindungan yang adil bagi para pihak, yaitu dengangharapan agar benda
jaminan mendapat harga yang memang sesuai dengarapgada saat itu.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengenalebma komoditi yang

setiap hari diperdagangkan di pasaran dan atasigraerang tertentu seperti itu,

®Dalam praktek penyelesaian kredit macet yang selairtzerjalan, menurut pengetahuan
penulis, bagian terbesar justru dilaksanakan denmgamberikan kesempatan kepada pemberi
jaminan untuk mencari sendiri pembeli dengan har@ag tertinggi. Kalau harga penawaran itu
disetujui oleh kreditur, maka benda-jaminan dijs@ndiri oleh pemberi-jaminan, tetapi uang
penjualannya diserahkan oleh pembeli dengan pguaetpemilik jaminan langsung kepada kreditur
dan kreditur menyodorkan surat pelunasan dan parggangkatan jaminan (roya) kepada Pembeli.
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kita setiap hari bisa mendapatkan informasi hamgaman yang berlaku pada saat
itu, baik melalui media cetak maupun media elekkron

Adanya harga pasaran seperti itu memberikan péuk@pada kita, suatu
patokan harga yang "sebenarnya” dan bisa diharapag patut untuk suatu saat
tertentu. Penjualan dengan mendasarkan kepadaapatwkrga seperti itu akan
sangat menguntungkan para pihak, yang selain prgktia lebih murah biayanya.
Mungkin atas dasar pertimbangan seperti itu, pemmim@ang-undang melalui Pasal
31 UUJP? membolehkan eksekusi benda jaminan fidusia medaizina seperti itu.

92 Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidtsidiri atas benda perdagangan atau
efek yang dapat dijual di pasar atau dibursa, @dmjunya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydagwer
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian penulis berkaitan dengandfkean pencoretan fidusia

di Bank baik sesuai dengan literatur dan peratysarundang-undangan yang

berkaitan dengan fidusia serta pengalaman penehsliis dalam hal pencoretan

fidusia di Bank, penulis menyimpulkan sebagai herik

a. Sebagai salah satu jajahan Negara Belanda, di éstlodiberlakukan peraturan
tentang ikatan panen (Staatblad 1886 Nomor 57)at@@mn ini mengatur
mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengamngmpanenan yang
akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adaeyvaturan ini maka
dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas baranaply bergerak, atau
setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergesa#tangkan barang-barang
itu tetap berada dalam kekuasaan debitor. Segnyé di Belanda, keberadaan
fidusia di Indonesia diakui oleh vyurisprudensi [@sarkan keputusan
HooggerechtshHGH) tanggal 18 Agustus 1932. Dalam prakteknydarda
perjanjian jaminan fidusia diberi penjelasan bahwarang itu diterima pihak
penerima fidusia pada tempat barang-barang itetédrldan pada saat itu juga
kreditor menyerahkan barang-barang itu kepada kepathberi fidusia—yang
atas kekuasaan penerima pemberi fidusia telah megreya dengan baik untuk
dan atas nama penerima fidusia sebagai penyimpaawun demikian,
sebenarnya konsegonstitutum possessoriutstukan hanya monopoli hukum
barat saja. Kalau kita teliti dan cermati, dalankum adat di Indonesia pun
mengenal konstruksi yang demikian. Misalnya tentgagai tanah menurut
hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petaggpeap (pemberi gadai).
Dengan demikian pemberi gadai tetap menguasai tgaaf digadaikan itu
tetapi bukan sebagai pemilik tetapi sebagai perggdfeputusan HGH inilah
menjadi asal-usul perkembangan hukum fidusia diomedia. Dalam

perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangmmy cukup berarti.
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Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan pitiak. Pada zaman
Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah gah@emilik atas barang
yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudahigiéebahwa penerima fidusia
hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan sagakenkbangan
selanjutnya menyangkut kedudukan debitor, hubungaiengan pihak ketiga
dan mengenai obyek yang dapat difidusiakan. Mengsngek fidusia ini, baik
Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indarsesiara konsekuen
berpendapat baha fidusia hanya dapat dilakukanhetesg-barang bergerak.
Namun dalam praktek, orang sudah menggunakan diduguk barang-barang
tidak bergerak, apalagi dengan berlakunya Undamdpbg Pokok Agraria
(UUPA) yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 perbedaan anbarang bergerak dan
tidak bergerak menjadi kabur karena UUPA menggumakembedaan
berdasarkan tanah dan bukan tanah.Dengan lahirngarig-undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia—obyek fidusibpote benda bergerak
baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benidak bergerak
khususnya bangunan, hak-hak atas tanah yang tidglat ddibebani hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undamyy 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fad(@SiUJF) diatur
tentang kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia agamberikan kepastian
hukum kepada para pihak yang berkepentingan ddo giéngat pendaftaran
jaminan fidusia ini memberikan hal yang didahulukéreferen) kepada
Penerima Fidusia  terhadap kreditor lainnya. Kargaeinan fidusia
memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia urdgtdptmenguasai benda
yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkaneksgyaan, diharapkan
sistem pendaftaran yang diatur dalam UUJF tersedqet memberikan jaminan
kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang meyapukepentingan
terhadap benda tersebut. Dengan demikian pendafiidigsia ini dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihaik, tagi Pemberi Fidusia,

apalagi bagi Penerima Fidusia, sehingga dapat mdmhe perlindungan
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hukum terhadap kreditor (penerima fidusia) dan lpikatiga yang lainnya.
Setidaknya dengan adanya pendaftaran jaminan didlienaksud, akan lebih
menjamin hak preferensi dari kreditor terhadap ikoedlainnya atas hasil
penjualan benda objek Jaminan Fidusia yang bersgéamgk Selain itu,
pendaftaran jaminan fidusia menentukan pula kedahivak preferensi kreditor
(penerima fidusia). Ini dikarenakan jaminan fidusi@mberikan hak kepada
pemberi fidusia untuk menguasai bendak yang memhbgik jaminan fidusia.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maksud giaantsistem pendaftaran
fidusia adalah untuk: (a). Memberikan kepastianumukepada para pihak yang
berkepentingan terutama terhadap kreditor lain raeaigbenda yang telah
dibebankan dengan jaminan fidusia, (b) melahirkatan jaminan fidusia bagi
kreditor (penerima fidusia); (c). Memberikan hakhgadidahulukar(preferen)
kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kredi@innya, berhubung
pemberi fidusia tetap menguasai benda yang memjagk jaminan fidusia
berdasarkan kepercayaan, (d). Memenuhi asas gabli$dalam Pasal 11 ayat
(1) UUJF dinyatakan bahwa benda yang dibebani dejagainan fidusia wajib
didaftarkan. Adapun dalam penjelasan atas PasBIUIF dinyatakan sebagai
berikut: "Pendaftaran benda yang dibebani dengamina Fidusia
dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia gandaftarannya
mencakup benda baik yang berada di dalam maupumadiwilayah negara
Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisisekaligus merupakan
jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengdrenda yang telah
dibebani Jaminan Fidusia”. Dari ketentuan PasdJWIF dapat diketahui yang
wajib didaftarkan oleh Penerima Fidusia itu "bendahg dibebani dengan
Jaminan Fidusia, yang pendaftaran bendanya mendsaga, baik benda yang
berada di dalam wilayah negara Republik Indonesiapun benda yang berada
di luar negara Republik Indonesia. Dengan kata, lagrdasarkan ketentuan
Pasal 11 UUJF ini, yang wajib untuk didaftarkan &dalah "benda” objek
Jaminan Fidusia. Sementara itu ketentuan Pasaydt2(h) UUJF menyatakan

bahwa “"pendaftaran jaminan fidusia sebagaiman dsohklalam Pasal 11 ayat
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(1) UUJF dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fiduss&lanjutnya pada Pasal
13 ayat (1) UUJF dinyatakan bahwa permohonan ptardaf jaminan fidusia
dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilmengan melampirkan
pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Dari blkeyentuan dalam Pasal 12
ayat (1) maupun ketentuan dalam Pasal 13 ayat ()FUdlapat dibaca, bahwa
yang wajib didaftarkan itu "ikatan jaminan fidusjatau bisa dibaca pula, yang
wajib didaftarkan meliputi "benda” yang dibebanindan jaminan fidusia dan
sekaligus juga "ikatan” Jaminan Fidusia, bahkanatiapeliputi janji-janjinya.
Pasal-pasal berikutnya, yaitu Pasal 14 UUJF meklaju bahwa yang wajib
didaftarkan itu adalah "ikatan” jaminan fidusia dkarenanya produk yang
diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia itu dinanmakdengan “Sertipikat
Jaminan Fidusia’, bukan "Sertipikat Benda Jaminalugia”. Pada prinsipnya,
baik pendaftaran suatu benda ataupun suatu ikataman dimaksudkan untuk
melindungi hak kepemilikan benda atau pemegangnamiang bersangkutan
terhadap pihak ketiga yang mengoper benda jamimgay, pihak ketiga tidak
dapat mengemukakan haknya atas benda yang terdettiardasar etikad baik.
Pendaftaran ikatan jaminan fidusia baru tampak e@nfa, kalau benda
jaminan fidusia merupakan benda terdaftar. Dalarh Bendanya bukan
merupakan benda terdaftar, hak kreditor berdasarkatan jaminan yang
didaftarkan, tidak banyak artinya, karena pihakigeetyang mengoper atau
menerima benda dalam gadai, dapat dan memang patik mengemukakan
itikad baik.

Pendaftaran Fidusia mempunyai kelemahan, di npef@ku bisnis tidak
memahami dengan benar apa manfaat dari penghaiaanpencoretan
sertipikat jaminan fidusia, karena buat pelakunisihanya mengetahui bahwa
hutang di bank sudah lunas berdasarkan surat kegmalunas yang
dikeluarkan oleh Kreditor atau Bank dan tidak adanmsalahan hukum
menyangkut jaminan tersebut, namun di sisi lainkbatau Kreditor tidak
memberikan atau membuat surat keterangan atau pemgantar khusus ke

kantor pendaftaran fidusia untuk penghapusan gatipaminan fidusia oleh
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Debitor, bank hanya memberikan surat keterangaaraeglobal atau secara
keseluruhan bahwa hutang Debitor sudah dinyatakaas| Dengan demikian
kelemahan dari Undang-Undang nomor 42 tahun 12®8va tidak adanya
tindakan hukum baik terhadap Kreditor maupun Debigpabila tidak
melakukan pencoretan sertipikat jaminan fidusiaeteat, dan dalam Undang-
Undang Nomor 42 tahun 1999 tersebut tidak sec#aa jeenyebutkan unsur
pidan atau perdata apabila sertipikat jaminan faltessebut tidak dicoret atau
dihapus. Demi menjamin keamanan dan kenyamanaramdhhl berbisnis
khususnya yang ingin memperoleh fasilitas kreditri daank maupun
Perbankan sendiri, maka Undang-Undang nomor 42intat®99 perlu
dilakukan perbaikan dan atau perubahan-perubahtraalain menyangkut
unsur pidana maupun unsur perdata apabila dikemuwia diketahui bahwa
sertipikat jaminan fidusia tersebut tidak dilakukzencoretan, baik kesalahan
itu dilakukan oleh pelaku usaha sendiri maupun oR#rbankan yang
memberikan fasilitas kredt tersebut, dan baiklpel@snis maupun Perbankan
tidak melempar tanggung jawab dalam hal pencore&tipikat jaminan
fidusia, sehingga akan terjamin ketertiban dalamt hsaha baik oleh

pengusaha atau pelaku bisnis maupun oleh perbaekliri.

Saran

Pada dasarnya pencoretan atau penghapusan jandoaia fdi Bank sudah
diatur dalam Pasal 25 dan 26 UU No. 42 Tahun 1%9@ahg Jaminan
Fidusia dan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan PenmeNotaor 86 Tahun 2000
tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dayaBtembuatan Akta
Jaminan Fidusia, tetapi nampaknya peraturan pengadadangan ini tidak
dipahami secara luas oleh masyarakat bisnis daiodebehingga mereka
mengabaikan pengurusan pernyataan tersebut Kketilkgieken sudah
menyelesaikannya di Bank. Oleh sebab itu, peratpmnondang-undangan

ini perlu disosialisasikan kepada calon debitorBdink. Hal ini sangat
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penting untuk mencegah munculnya masalah-masalbnmai Kemudian
Hari.

Selain sosialisasi tersebut, pemerintah juga, y#@antor Pendaftaran
Jaminan Fidusia harus memiliki sistem administdasi pendataan yang rapi,
sehingga dapat mengetahui dengan mudah mengemadatat penjaminan
fidusia yang masih berjalan atau jaminan fidusiangyasudah dilunasi.
Dengan demikian, tidak muncul permasalahan hukuamyal fidusia ulang

tidak sah dan atau sering juga merugikan nasabak iBasendiri.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES A
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu
diimbangi dengan adanya etentuan hukum yang jelas danlengkap yang mengatur mengenai |lembaga jaminan;

b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk Ilembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada
yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secaralengkap dan komprehensif;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk
menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan,
maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan
pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf & b, dan ¢ dipandang perlu membentuk
Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Daam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Fidusiaadalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan

benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak begerak yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan atau hipotek.

5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Bendayang menjadi objek Jaminan Fidusia.

6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya
dijamin dengan Jaminan Fidusia.

7. Utang adalah kewgjiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang
Indonesia atau mata uang lainnya, baik secaralangsung maupun kontinjen.

8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

w

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan
Fidusia

Pasal 3
Undang-undang ini tidak belaku terhadap :
a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang
berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isl kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
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c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
d. Gadai.

BAB I1I
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4
Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5
(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan
akta Jaminan Fidusia.
(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang
besarnyadiatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6
Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :
identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
uraian mengenai Bendayang menjadi objek Jaminan Fidusia;
nilai penjaminan; dan
nilai Bendayang menjadi objek jaminan Fidusia.

Poo o

Pasal 7
Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:
a utangyang telah ada;
b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau .
C. utang yang pada saat eksekusj dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan
kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8
Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari
Penerima Fidusiatersebut.

Pasal 9
(1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang
telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10
Kecuali diperjanjikanlain:
a. Jaminan Fidusiameliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
b. Jaminan Fidusiameliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11
(1) Bendayang dibebani dengan Jaminan Fidusiawajib didaftarkan.
(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia,
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia.

(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh
wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen
Kehakiman.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah
kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.
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Pasal 13
(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan
melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
a identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan
Fidusia;
data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
uraian mengenai Bendayang menjadi objek Jaminan Fidusia;
nilai penjaminan; dan
f. nilai Bendayang menjadi objek Jaminan Fidusia.
(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

oo

Pasal 14
(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia
padatanggal yang samadengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar
Fidusia.

Pasal 15
(1) Dadam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunya hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16
(1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas
perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan,
melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17
Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah
terdaftar.

Pasal 18
Segala keterangan mengenai Benda Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran
Fidusiaterbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19
(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak
dan kewagjiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada
Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20
Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut
berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasa 21
(1) Pemberi Fidusia dapat menyalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan
prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor
dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
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(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
diganti oleh Pemberi Fidusiadengan objek yang setara.

(4) Daam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek
Jaminan Fidusiayang dialihkan.

Pasal 22
Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan
meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah
membayar |unas harga penjualan Bendatersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju
bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil
dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan
kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan
Fidusia.

(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Pasal 24
Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul
dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan
pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat
Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
a.  hapusnyautang yang dijamin dengan fidusia;
b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
c. musnahnyaBendayang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

(3) Penerima Fidusia nemberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan
hak, atau musnahnya Bendayang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26
(1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia
mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang
bersangkutan tidak belaku lagi.

BAB IV
HAK MENDAHULU

Pasa 27
(1) PenerimaFidusiamemiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi
Fidusia.

Pasal 28
Apabila atas Benda yang sama menjadi objekJaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka
hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu
mendaftarkannya pada Kantor Pedaftaran Fidusia.

BABV
EKSEKUS JAMINAN ADUSIA

Pasal 29
(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia ciderajanji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
dapat dilakukan dengan cara:
a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimakasud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh PenerimaFidusia;
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b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika
dengan cara demikian dapat diperoleh hargatertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)
bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan.

Pasal 30
Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan
eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasa 31
Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di
pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 32
Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang
bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33
Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia apabila debitor ciderajanji, batal demi hukum.

Pasal 34
(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut
kepada Pemberi Fidusia
(2) Apabilahasi eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang
belum terbayar.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan
keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak. melahirkan. perjanjian
Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus jutarupiah).

Pasal 36
Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 37

(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang
ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran
Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali
ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian
Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagai mana dimaksud dalam Undang-
undang ini.

Pasal 38
Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
mengenai Fidusiatetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 39
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling
lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40
Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41
Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannyadalam
lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBL IK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES A
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam
rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik
pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dan yang besar. Seiring
dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian
besar danayang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

2. Selama ini, kegiatan pinjammeminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal
51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai
pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang
banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang
yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki
oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yangn dapat dijadikan jaminan
utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Jaminan Fidusia telah
digunakan di Indonesia sejak zaman penjgjahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari
yurisprudensi. Bentuk jaminan inf digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses
pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.
Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang
dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan
Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang
berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan sdanjutnya, Benda yang menjadi objek
fidusiatermasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun bendatak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan
Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum
kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan
kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena
Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak yang menerima Fidusia. Pemberi Fidusia mungkin
sgja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima
Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan
mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu
benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani
dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan
kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak
yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia
memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini
dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerirna Fidusia dan pihak yang mempunyak kepentingan terhadap
Benda tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak
tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek
Jaminan Fidusia.

Huruf b s.d Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Y ang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat
sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam)
pembuatan aktatersebut.
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Y ang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalahmeliputi namalengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat
kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Y ang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan
fidusia.

Huruf ¢

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan Benda
tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemitikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu
berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka
dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Bendatersebut.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari
pembayaran yang dilakukan ol eh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf ¢

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang
jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka
pembiayaan kredit konsorsium.

Y ang dimaksud dengan "kuasa' adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili
kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia

Yang djmaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam
penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi kornersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan
Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin
fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.
Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia® adalah segala sesuatu yang
diperoleh dari Bendayang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi
tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan
pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia
untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda
yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang
mandiri atau unit pelaksanateknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertamakali di jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota
propinsi di seluruh wilayah negaraRI.

Daam ha Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat 1l maka wilayah kerja Kantor
Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi sduruh daerah Tingkat |1 yang berada di lingkungan wilayahnya.
Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat |l dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1) dan Ayat (2) .

Cukup jelas

Avyat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang
dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Ayat (4) .

Cukup jelas

Pasal 14
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Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan
piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya..

Pasal 15

Avyat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa
melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi
Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang
eksekusi Jaminan Fidusiamelalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para
pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan
dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima
Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang” dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang
dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban
Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan
kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi
objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan
tersebut wajib diganti dengan objek yang setara.

Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjua atau menyewakan dalam rangka kegiatan
usahanya.

Y ang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nialinya tetapi iugajenisnya.

Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok,
perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda
tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan
Bendatersebut.

Pasal 23

Avyat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan” adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut. Yang dimaksud
dengan "mencampur" adal ah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Avyat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan”, misalnya mesin produksi, mobil pribadi,
atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sesual dengan sifat ikutan dari Jami nan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang
dijamln pelunasannya.

Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan
Fldusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Y ang dimaksud dengan "hapusnya utang” antaralain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan
yang dibuat kreditor.

Ayat (2)
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Ddam ha Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut dasuransikan maka klaim
asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusiatersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang ddahulukan dhitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi Jaminan Fidusia pada Kantor
Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas
kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan
bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28 dan Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi
dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila pertu
dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31 s.d Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang
didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38 s.d Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3889);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor yang
menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan
Sertifikat Jaminan Fidusia.

3. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat
yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menyerahkan
Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia.

4. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BABII
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 2

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.

(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau
wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri
mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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(4) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilengkapi dengan :
a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran
Jaminan Fidusia;
c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3).
(5) Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 3
(1) Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa
kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
(2) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak
lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada
pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 4

(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah
dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat
mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

(2) Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan
pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan
Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah
diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor untuk
diterbitkan sertifikat perbaikan.

(2) Sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tanggal yang
sama dengan tanggal sertifikat semula.

(3) Penerbitan sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan
biaya.

Pasal 6
Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan

Pasal 7

(1) Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Penerima
Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran perubahan
kepada Menteri.

(2) Permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan Sertifikat
Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga bagi permohonan
pendaftaran perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

(4) Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilampiri pernyataan perubahan kepada
pemohon, dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan
pendaftaran perubahan.
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Bagian Ketiga
Pencoretan Pendaftaran

Pasal 8

(1) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis
mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri dengan dokumen
pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 9

(1) Dengan diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1), Kantor pada saat yang sama mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku
Daftar Fidusia.

(2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar
Fidusia, Kantor menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan
Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan mencoret sertifikat yang
bersangkutan.

Bagian Keempat
Sertifikat Pengganti

Pasal 10

(1) Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang, Penerima Fidusia, kuasa, atau
wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan kelengkapan data yang
diperlukan.

(3) Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi nomor dan tanggal
yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang.

(4) Penyerahan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan
pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.

BAB III
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSTA

Pasal 11
Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan
kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dapat
didaftarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Kantor dibentuk
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

(2) Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didaftarkan
setelah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.

(3) Ketentuan mengenai kewajiban penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak termasuk kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia dengan akta notaris dan
dalam bahasa Indonesia.
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(4) Bagi akta Jaminan Fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September 2000, berlaku
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan
peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2000
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MARSILLAM SIMANDJUNTAK
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